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MOTTO :

Jika pekerjaan merupakan kenilkimatan, maka kehidupan adalah kesenangan! Jika
pekerjaan merupakan kewajiban, maka kehidupan adalah perbudakan.

* Sumber : Maxim Gorky (1868 - 1936)
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RINGKASAN

PT. Pos Indonesia (Persero) di dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat dapat dikelompokan menjadi empat, antara Jain : pelayanan lalu lintas
berita (suratpos), dibidang lalu lintas uang (wesel pos, giro pos) dan bidang lalu lintas
barang (paketpos) serta mengerjakan pelayanan keagenan, yang mana kesemuanya itu
penyelenggaraannya dikuasai oleh negara dengan tujuan untuk kepentingan 1mum.

Untuk pelayanan dibidang lalu lintas barang atau pengiriman paketpos, PT. Pos
Indonesia (Persero) berkedudukan sebagai pengangkut maupun sebagai peruntara
pengangkut. Sebagai penganngkut karena menyelenggarakan sendiri sarana an kutan
yang dibutuhkan (khususnya angkutan darat contohnya Armada Paket), selain itu juga
bekerjasama dengan Perusahaan Angkutan Milik Pemerintah, dengan Perusahaan
Umum Kereta Api, Perusahaan Penerbangan dan Angkutan Laut.

Ketentuan mengenai pengiriman barang yang dijakukan pihak pengirim barang
dengan PT. Pos Indonesia (Persero) selaku pihak pengangkut maupun perantara
pengangkutan disebutkan bahwa sebelumnya ada kesepakatan diantara mereka untuk
mengadakan pengiriman atau pengangkutan barang yang kemudian dituangkan dalam
perjanjian pengangkutan barang, Adapun perjanjiannya dilakukan secara tertulis dalam
bentuk standar dan sederhena. Standar disini maksudnya isi perjanjian telah dibuat dan
ditentukan oleh pihak pos dalam resi atau formulir pengiriman barang dan pihak
pengirim barang tinggal mengisi formulir tersebut.

Dalam perjanjian pengangkutan berang melalui Divisi Paket Pos yang
bekerjasama dengan PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero), pengirim barang selaku
konsumen berhak atas perlindungan hukum sehubungan dengan jasa yang diberikan
pihak pos. Dengan adanya jaminan ganti rugi apabila barang tersebut hilang, rusak atau
terlambat.

X1
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Maka diharapkan pihak konsumen akan merasa aman tidak was-was lagi akan keutuhan
dan keselamatan barang yang telah dikirimkan melalui pihak pos sampai ketempat
fupuan,

{ecuali itu tidak semua pengiriman paket memjadi tanggung jawab PT. Pos
indonesia (Persero), ada yang dikecualikan dan tidek dijamin pihek pos yang
bekerjasama dengan PT. Asuransi Jasa Indosesia (Persero). Untuk jenis paket yang
hilang ataw rusak baik itu secara keseluruhan atan sebagian diberikan asuransi. Adspun
asuransi tersebut ada yang bersifat wajib dan bersifat fakultatif. Bagi yang bersifat
wajib pitiak pos secara otomatis memberikan asuiransi berupa ganti rugi alas ongkos
kirim, Sedangkan vang bersifat fakultatif ini ganti rugi akan diberikan apabila pihak
pengirim mengasuransikan nilai barang atay isi paket.

Masa berlaku jaminan asuransi akan mulai berlaku sejak barang diserahkan
oleh pengirim kepada PT. Pos Indonesia {Persero) setempat dan akan berakhir pada
saat barang kirtman tersebut digeralkan daw/atau diterima oleh peneruua dialamatkan
tujusn aten yang dikuasakan untuk menerima barang tersebul atan selambal-lambatnya
30 (tiga puluh) hari sejak paket pos diterima di kantor tujnan PT. Pos Indonesia
{Persero}

PT. Pos Indonesia {Persero) dalam menghadapi tuntuvan ganti rugi bamu
mengabuikan tunisian ity apabila paket tersebut telah nyata-nyata hilang atan rusak
dalam tanggungjawabnya, dan kerusakan, kehilangan, atau keterlambatan  Paket Esok
Sampar” it sebagm akibat kesalahan pihak pos.Selanjutnya untuk pelaksanaan gant
rugi atas kehilangan, kerusakan, atau keterlambatan paket ini berdasarkan Naskah
Perjanjian Kerjasama antara PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dengan PT. Pos
indonesia (Persero) Nomor : 005/AJ/97 dan Nomwor : 69/DIROP/1997 tentang
Asuransi Pengiriman Barang Melalui PT. Pos Indonesia {Persero} alau Paket Pos.

X
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suatu negara tidak mungkin dapat maju dan berkembang tanpa didukung adanya
kerjasama dengan negara lain. Kerjasama antara negara satu dengan negara yang lain
dapat berupa kerjasama bilateral atau multirateral. Oleh karena itu uniuk mewujudkan
kerjasama yang dimaksud dibutuhkan suatu sarana pendukung , yaitu diantaranya adalah
sarana pengangkutan.

Di wilayah Indonesia yang merupakan negara kepulauan, sarana pengangkutan
mempunyai peranan yang penting bagi lancarnya pembangunan di berbagai daerah. Hal
ini yang menunjang pembangunan di berbagai bidang pengangkutan lewat pos.

Daiam kehidupan bangsa dan negara kebutuhan berkomunikasi perlu dilayani
dengan penyelenggaraan pos yang baik. Dengan meningkatnya perkembangan nasional
dan meluasnya mobilitas masyarakat, pos sebagai prasarana komunikasi dalam bidang
politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional pada hakekatnya
harus : _

1. Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dan negara serta mempererat hubungan
bangsa.

2. Memperlancar hublmgan'apara! pemerintah dengan masyarakat dan diantara anggota
maryarakat.

3. Menghilangkan isolasi daerah terpencil dan daerah yang baru buka.

Hal tersebut juga terlihat pada arah pembangunan pos dan giro yang ditetapkan
GBHN, TAP MPR No.Il / MPR /1993 / Bab IV / Ekonomi butir 10b yang berbunyi :

“ Pembangunan pos terus ditingkatkan supaya jangkauan jasa pos dan giro semakin luas
dan semakin memasyarakat serta dapat mencapai desa dan daerah terpencil, termasuk
daerah pemukiman transmigrasi, agar masyarakat luas memperoleh pelayanan yang
mampu menjamin terselenggaranya arus surat, jasa giro yang lancar cepat dan aman.”
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Kemudian langkah selanjutnya yang di ambil oleh Pos Indonesia itu sendiri
untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas usaha penyelenggaraan jasa pos dan giro
agar BUMN Pos dapat secara optimal menjalankan perannya sebagai salah satu pelaku
pokok perekonomian nasional maka dengan Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 1995
pada tanggal 27 Februari 1995 Perum Pos dan Giro disesuaikan statmsnya menjadi PT.
Pos Indonesia.

Dalam hal proses pengangkutan barang lewat pos iui, kedudukan dari PT.Pos
Indonesia adalah sebagai pengangkut barang maupun sebagai perantara pengangkut.
Dikatakan sebagai pengangkut karena PT.Pos Indonesia juge menyelenggarakan sendiri
sarana angkutan yang dibutubkan khususnya angkutan darat (Contohnya Armada Paket),
selain itu juga PT. Pos Indonesia kerjasama dengan perusahaan angkutan milik
Pemerintah dengan Perusahaan Umum Kereta Api (Perumka), Perusahaan Penerbangan
dan Angkatan Laut.

Memurut ketentuan pasal 10 Undang-Undang No.6 Tahun 1984 tentang Pos
dikatakan bahwa :

(1) Setiap perusahaan angkutan darat, laut, udara, dan media telekomunikasi untuk
umum, wajib mengangkut kiriman pos yang diserahkan kepadanya oleh badan
sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 3 ayat (3).

(2). Untuk keperluan sebagaimana dimaksudkan dalamn ayat (1) setiap perusahaan
angkutan umum wajib menyampaikan jadwal perjalanannya dan media
telekomunikasi untuk umum wajib menyampaikan jadwal hvbungannya kepada
menteri atau badan yang ditunjuknya.

(3) Kewajiban mengangkut kirimpos sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) dapat
berlaku juga bagi semua pihak yang menyelenggarakan angkutan darat, laul, udara,
dan telekomunikasi bukan untuk umum dengan menerima imbalan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

(4) Pengangkut bertanggungjawab atas keamanan dan keselamatan kirimpos yang
diserahkan kepadanya untuk diangkut.
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Disini jelas bahwa PT. Pos Indonesia selain mengusahakan sendin
pengangkutan tersebut, juga bekerjasama dengan perusahaan pengangkutan vaitu
Perumka, Porusahaan Penerbangan dan Angkutan Laut dalam bentuk perjanjian
kerjasama Dengan demikian PT. Pos Indonesia adalah bertindak sebagai pengangkut

kiriman pos yang diserahkan kepadanya oleh konsumen.

1.2 Ruang Lingkup

Adapun yang menjadi ruang lingkup divisi paket pos adalah layanan jasa
pengangkutan barang yang dipercayakan kepadanya untuk diangkut atan dikirimkan ke
tempat fujuan tertenfu dengan aman dan sampai ketangan penerima paket dalam keadaan
utuhi atan selamat. Oleh karena itm pihak pos bertanggungjawab atas keselamatan barang
tersebut sampai di tujuan apabila barang tersebut felah berada ditangan pihak pos.

1.3 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka penulis dapat
menyimpulkan suatu penmasalahan sebagai berikut :
1. Bagaimanakah bentuk perjanjian pengiriman barang melalui Divisi Paket Pos pada
PT. Pos Indonesia Cabang Jember ?
2. Apa sajaksh perlindungan hulwm bagi pengirim paket ?
3. Bagaimana pelaksanaan ganti kerugian atas keterlambatan , kehilangan, atau
kerusakan paket pada PT. Pos Indonesia Cabang Jember ?

1.4 Tujuan Penulisan

Dalam penyusunan suatu skripsi dimungkinkan adanya tujuan-tujuan yang jelas
guna terwujudnya hasil skripsi yang sempuwna. Adapun yang di maksud dengan tujuan
adalah sasaran yang hendak dicapai atau diperoleh dari suatu penulisan
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Sedangkan penyusunan skripsi ini yang hendak dicapai penyusun mempunyai 2 (dua)
tujuan, baik yang bersifat woum manpun yang bersifat khusus.

1.4.1 Tujnan Umum
Tujuan umum dalam permlisan skripsi ini adalah :

1. Untuk memenuhi dan melengknpi tugas dan syarat-syarat yang diperfukan guna
weraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;

2. Untuk mengembangkan pengetahuan yang di dapat selama kulizh dengan praktek yang
ada sehingga dapat memperluas wawasan;

3 Ingin menyumbangkan karya saya ini pada almamater tercinta termasuk perpustakaan
sehingga menambah koleksi yang ada sehingga pada selanjutnya dapat berguna untuk
dimanfaatkan sebagaiman mestinya.

1.4.2 Tujuan Khusus
Adapun tujuan penyusunan skripsi secara khusus merupakan tujuan yang bersifat

non akademis, dalam hal ini adalah :

1. Untuk mengetahui ketentuan-ketentuan yang ada dalam pejanjian agar dalam praktek
pelaksanaan sarana pengiriman barang sesuai dengan isi perjanjian;

2. Untuk mengetalmi perlindungan hukum atas keterlambatan, kehilangan, atan
kerugakan paket terutama bagi sipengirim paket;

3. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan ganti kerugiaan berdasarkan ketentian yang
berfaku

1.5 Metodologi
Penggunaan metode dalam suatu penelitian sangatlah penting agar dapat

diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah Dalam penulisan skripsi
int metodologi yang dipergunakan adalah :
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1.5.1 Pendekatan Masalah

Penulisan skripsi ini dilakukan pendekatan masalah dengan cara Pendekatan
Yuridis Normatif Sedangkan yang dimaksud Pendekata Yuridis Normatif sebagaimana
dimaksud oleh Roni Hanitijo (1983 : 65) adalah pendekatan yang didasarkan pada
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.5.2 Sumber Data

Data yang diperlukan dalam skripsi ini adalah data primer dan data sekunder.
Data primer diperoleh dari data langsung pada proyek penelitian, yaitu dari peraturan-
peraturan yang dikeluarkan oleh PT.Pos Indonesia (Persero), khususnya tentang
asuransi pengiriman barang melalui pos dan dengan wawancara vang dilakuksn dengan
Kepala Unit Devisi Paket Pog Cabang Jember. Sedangkan data sekunder berasal dari
peraturan perundang-undangan, brosur, literatur yang berhubungan d3engan asuransi
kecelakaan din.

1.5.3 Pengumpular Data
Pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini :

1. Studi Literatur
Studi kepustakam dengan mempelnjari literatur-literatur yang berhubungan dengan
materi yang dibahas. Disamping itu membaca brosur PT.Pos Indonesia serta
peraturan perundang-undangan yang ada.

2. Inferview
Pengumpulan data secara interview dilakukan dengan wawancara secara langsung
dengan Bapak Kepala Unit Devisi Paket Pos dari PT.Pos Indonesia Cabang Jember

yang bertujuan nfuk memperoleh keterangan yang diperlukan yang dapat mendidamg
perulisan skripsi.
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1.5.4 Analisa Data

Setelah data-data tersebut diperoleh kemudian disusun secara kronologis, dan
pada akhimya dianalisa dengan menggunakan metode deskreptif kualitatif, yaitu suatu
analisa dengan menggunakan cara pengumpulan data dan informasi yang diperoleh dari
data primer manpun sekunder secara jelas dan terang sehingga nantinya dapat ditarik
kesimpulan . Kemudian disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu
metode pembahasan yang dimulai dari permasalahan yang bersifal umum menuju
permasalahan yang bersifat khusus.
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BAB 1I
FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TECRI

2.1 Fakta

Dalam menjalankan usaha jusa secara optimal PT. Pos Indonesia mempunyai
visi untuk menjadi penyedia sarana komunikasi kelas dunia dalam bentuk layanan
profesional dan paripuma serta peduli terhadap lingkungan, sehingga mampu
berkembang dengan konsep bisnis yang sehat. Disini jelas bahwa bentuk pelayanan pos
yang dituju adalah pelayanan yang profesional sebagai titik tolak peningkatan daya
saing dan juga pelayanan yang paripuma sebagai layanan yang tunfas dan memuaskan
pengguna jasa tanpa kekecewaan.

Beranjak dari visi ini ferwujud suatu misi yang harus disandang oleh
perusshaan dalam setiap langkah kebijakan yang diambil yaitu : penyediaan sarana
komunikasi yang andal dan terpercaya bagi masyarakat dan pemerintah guna menunjang
pembangunan nasional serta memperkuat kesatuan dan keutuhan bangsa Indonesia.
Selain itu, PT. Pos Indonesia juga mengembangkan usahe yang bertumpu pada
peningkatan mutu pelayanan melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang
tepat guna untuk mencapai kepuasan pelanggan serta memberikan nilai tambah yang
optimal bagi karyawan pemegang saham, masyarakat dan mitra kerja.

Salah satu bentuk pelayanan PT.Pos Indonesia adalah pelayanan jasa lalu lintas
paket. Untuk itu PT.Pos Indonesia bertanggungjawab atas keselamatan dan keutuhan
paket yang dikirimkan oleh pengirim melalui pos, agar paket tersebut sampai ketempat
tujuan diterima oleh yang berhak mensrima tepat pada waktunya.

Pengirim atau konsumen sebelum mengirimkan paket barangnya, terlabih dahulu
harus memenuhi prosedur yang berlaku mengenai ketentuan pengiriman paket di kantor

pos.
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Didalam perjanjian pengiriman barang salah satunya memuat tentang hak dan
kewajiban para pihak dalam pengiriman paket. Ketentuan-ketentuan vang termmuat dalam
isi perjanjian ini akan memberikan rasa aman, tidak was-was lagi pihak pemakai jasa
paket atau konsumen apabila paket tersebut mengalami keterlambatan, kehilangan, atau
kerusakan.

Salsh satu bentuk upaya PT. Pos Indonesiz untuk meningkatksn pelayanan dan
perlindungan bagi para pengguna jasa pengiriman paket pos adalah berdasarkan
Nasksh Perjanjian Kerjasama antara PT.Asuransi Jasa Indonesia { Persero )} dengmn
PT.Pos Indonesia ( Persero ) Nomeor : 005/ATI/VI/97 dan Nomor : 69/DIROP/1997.

Hal ini juga sejalan dengan falsafah perusahaan dari PT. Pos Indonesia yang
menyebutkan bahwa : Pos di Indonesia senantiasa berupaya untuk meningkatkan muts
langganan yang berorientasi kepada kepuasan pelanggan dengan memperhatikan
efisiensi, efektifitas, dan produktifitas sumber daya serta kemampuan usaha melalui
pemantantan 1lmu pengetahuan dan teknologi.

2.2 Dasar Hokum
Untuk penulisan skripsi ini maka penulis menggnnakan dasar-dasar hukum
antara lain :

1. Undang-Undang No.6 Tahun 1984 tentang Pos yaitn pasal 10 ;

2. Kitab Undang-Undang Hulam Perdata yaitu pasal 1338 (1), pasal 1320, pasal 1365,
pasal 1366, pasal 1367, pasal 1247 Junclo pasal 1248;

3. Nasksh Perjanjian Kerjasasn sagara-PT. Asuranei Joss Indonesin{Persero) dengan
PT.Pos Indonesia { Persero ) Nomor : 005/ATI/VI/97 dan Nowmor : 69/DIROP/1997
tentang Asuransi Pengiriman Barang Melalui PT.Pos Indonesia (Persero) atau Paket
Pos.

4. Tap MPR No. I'MPR/1993 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara
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2.3 Landasan Teori
2.3.1 Pengertian Perjanjian

menurut pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian adalah “Suatu perbuatan dengan
mana satu orang atan lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”

Ketentuan pasal ini menurut Abdulkadir Muhammad (1982;78 ) kurang begitu

memuaskan, karena ada beberapa kelemahan .Kelemahan itu adalah sebagai berikut :

1. “ Hanya menyebutkan sepihak.”” Hal ini dapat diketahui dari perumusan : “ Satu
orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.” Kata
kerja “mengikatkan *, sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua
belah pihak. Seharusnya perumusan ite “saling mengikatkan diri.” Jadi konsensus
pihak-pihak.

2. Kata perbuatan mencakup juga tentang konsensus.Dalam pengertian “‘perbuatan”
termasuk juga tindakan melaksanakan tugas tanpa kuasa, tindakan melawan hukum
tidak mengandung konsensus, seharusnya dipakai kata “Persetuajuan.”

3. Pengertian perjanjian dalam pasal tersebut terlalu luas, karena mencakup juga
kelangsungan perkawinan atau janji kawin yang diatur dalam lapangan hukum
keluarga Padahal yang dimaksud adalah hubungan hulum harta kekayaan saja.
Perjanjian yang dikehendaki dalam Buku II KUHPerdata sebenarnya hanyalah
perjanjian yang bersifat kebendaan, bukan perjanjian vang bersifat personal.

4. Dalam perumusan pasal tersebut disebutkan tujuan mengadakan perjanjian. Sehingga
pihak-pihak yang mengikatkan diri itu tidak jelas untuk apa.

Atas dasar alasan-alasan tersebut, maka beliau lebih menyukai perjanjian itu

dirumuskan sebagai berikut :

“Perjanjian yaitu suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri

untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayawn.”

Guna lebih mengenai pada maksud dan tujuan penulisan skripsi ini maka
penyusun mengemukakan pengertian tentang pengertian perjanjian pengangkutan.

Definisi tentang perjanjian pengangkutan pada umumnya, tidak dapat kita jumpai baik
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dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Dagang. Untuk itn kita lihat definisi perjanjian penganglkntan yang dikermkakan
oleh sarjana bukum.

Perjanjian pengangkutan memwut R Subekti memberikan pengertian sebagai
berikut: “Suafu perjanjian dimana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman
membawa orang atau barang dari satu tempat ketempat lain, sedangkan pihak lainnya
menyanggupi akan membayar ongkosuya.” (1982:81).

Akan tetapi 151 perjanjian pengangluian barang yang dindakan disntara pihak ini
dibuat dan ditentukan oleh para pihak yang berkepentingan. Hal ini sesuai dengan
sistem yang dianui oleh KUHPerdata yaitn sistem terbuka yang mengandung asas
kebebasan berkontrak, im distur dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yaitu :
“Semua perjanjian yang dibual secara syah berlaku sebagai Undang-Undang bagi
mereka yang membuatoya”

Kebebasan pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian terdapat beberapa pembatasan
vty tidak boleh melanggar hulomn yang bersifit memaksa ketertiban wmum dan
kesusilaan { Setiawan, 1984:11 )

2.3.2 Pengertian PT.Pos Indonesia { Persero )
2.3.2.1 Sejarah

Sejarah pos di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda, yaitn diawali
pada jaman V.0.C {1608-1795), walaupun pada tahun 1596  Comelis de Houtman
pada saat kedatangannya telash membawa surai-surat untuk di Banten dan Jakarta
{Batavia).

Kantor Pos pertama didirikan di Batavia (sekarang Jakarta), yaitn pada tanggal
26 Agustus 1746 cleh Baron Van Imhoff, kemudian seirama dengan ity pengaruh
Belanda kian mefuas sampai ke Pulau Jawa maka untuk itu jalur komunikasi antara
gubernur-gubernur yang ada di Batavia mauvpun di Pulau Jawa didinkan pos-pos
berikutnya yaitu :


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

11

1. kantor pos kedua didirikan di Cirebon

2. kantor pos ketiga dibangun di Semarang
3. kantor pos keempat di bangun di Gresik
4. kantor pos kelima di bangun di Surabaya

Pada mulanya hubungan kelima kantor pos itu melalui sarana laut, kemudian
untuk memperlancar arus pos, maka di jaman Deandeles diadakan kerja paksa untuk
membuat jalan darat bagi pengangkut pos yang terkenal dengan sebutan Anyer-
Panarukan, dengan demikian alat angkutuya berubah menjadi kuda atan yang disebut
kuda pos.

Pada abad XVII diketemukan telgraf dan telepon yang pengaturannya disatukan
dengan pos yang disebut jawatan PTT (Pos Telepon dan Telegraf). Pada tahun
1922/1923 Kantor Pos Telegraf dan Telepon yang mula-mula berkedudukan di
Weltevreden (Gambir) mulai dipindahkan ke gedung BOW (Burgelijke Openbare
Werken) atan Dinas Pekerjaan Umum di Bandung. Jawatan Pos Teiegraf dan Telepon
selama masa pendudukan Jepang terpecah-pecah mengikuti struktur organisasi
Pemerintah Militer Jepang, schingga pada masa itu terdapat jawatan PTT Sumatra,
PTT Jawa dan jawatan PTT Sulawesi.

Tanggal 14 Agustus 1045 Pemerintah jepang menyerah ianpa syarat kepada
Sekutu. Tanggal 17 Agustus 1945 Kemerdekaan Republik Indonesia diproklamirkan.
Tanggal 27 September 1945 kekuasaan atas Jawatan Pos Telegraf dan Telepon direbut
dari tangan Jepang oleh Angkatan Muda Pos Telegraf dan Telepon (AMTT), oleh
karena penyerahan Jawatan Pos Telegraf dan Telepon dari tangan Jepang ke tangan
Pemerintahan Indonesia ternyata tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Sebagai kepala Jawatan Pos Telegraf dan Telepon Republik Indonesia yang
 pertama diangkat yaitu Mas Socharto dan R.Dijan sebagai wakilnya, dan tanggal 27
September tersebut sampai sekarang dilestarikan sebagai “Hari Bakti Sosial”.

Jawatan Pos Telegraf dan Telepon sebagai suatu perusalaan ternyata telah
memenuhi syarat untuk dijadikan sebuah Perusahaan negara seperti yang dimaksud
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didalam Perpy Nomor 19 Tahun 1960, oleh karena ifu berdasarkan Perafuran
Pemerintah Nomor 240 Tahun 1961 status Jawatan Pos Telegraf dan Telepon diubah
menjadi PN Pos dan Telekomunikasi (PN Postel),

Mengingat lapangan kerja PN Postel mengalami perkembangan demikian
pesatnya, pada tahun 1965 PN Postel dipecah menjadi dua Perusahaan Negara masing-
masimng PN Pos dan Giro berdasarksn Peraturan Pemerintah nomor 29 Talumn 196%5 p
PN Telgkomunikasi berdasagkan Peraturan PéméFintah Némor 30 Taliun 1963, .

" Biedeion Undang-Undang No.9 Tahun 1969, stains Badan Ussha Milik
Negara (BUMN) ditetapkan menjadi Perjan, Perum dan Persero. Atas dasar itu PN Pos
dan Giro dengan PP No.9 Talun 1978 menjadi Perusahaan Umum Pos dan Giro.

Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 1984 tentang Pos dan tentang
Penyelenggaraan Pos diatur dalam Peratwan Pemerintah No.37 Tahun 1985. Adalah
merupakan aturan-aturan yang memuat pelayanan jasa lalulintas pada Kanto Pos
indonesia. Tentang perubahan Perum ke Persero ini berdasarksn ketentusn Pernturan
Pemeriotal No.5 Tahun 1995.

Sejalan dengan pesatnya laju pembangunan disegala bidang, PT.Pos Indonesia
pada tabun 1997 bulan September telah bekerjasama dengan PT.Asuransi Jasa
Indonesia . Tujuan diadakanuya kerjasama ini dalah untuk memberikan asuransi pada
pihak pengguna jasa lalu lintas pengiriman barang melalui PT. Pos Indopesia {Persero),
Asuransi tersebut diberikan apabila pihak pemakai jasa merasa telah dirugikan oleh
pelayanan pihak PT.Pos Indonesia (Persero).

2.3.2.2 Bentuk Pelayanan PT Pos Indonesia
PT.Pos Indonesia didalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat
dikelompokan menjadi empat, antara {ain :
1. Pelayanan lalu lintas berita meliputi :
2 Surat adalah berita atan pemberitahnan secara tertulis atay terekam yang dikirim
dalam sampul terfutup.
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b. Warkat Pos adalah surat yang memenuhi persyaratan tertentu.
c. Kartu Pos adalah surat yang ditulis diatas kartu dengan bentuk dan
ukuran tertentu.
d. Surat Pos adalah nama himpunan untuk surat warkat pos, kartu pos, barang
cetakan, sekogram dan bungkusan kecil.
2. Pelayanan dibidang lalu lintas uang meliputi :
a Wesel pos adalah sarana pengiriman uang melalui pos.
b. Giro pos adalah sarana pelayanan lalu lintas uang dengan pemindahbuakuan
melalui pos.
c. Cek pos adalah sarana pelayanan lalu lintas uang untuk pembayaran dengan cek
melalui pos.
d. Kuintasi pos adalah sarana pelayanan penagihan uang melalui pos.
3. Pelayanan dibidang lalu lintas barang , meliputi :
a. Paket pos adalah kemasan yang berisi barang bentuk dan ukuran tertentu.
b. Kiriman adalah satuan suratpos atau paketpos dalam proses pertukaran.
c. Kiriman pos adalah kantong atan wadah lain yang berisi himpunan surat pos atau
paket pos untuk dipertukarkan.
4. Serta mengerjakan pelayanan keagenan.
Adapun bentuk pelayanan keagenan yang diberikan oleh PT.Pos Indonesia
Cabang jember antara lain :
1. Penabungan Tabungan Batara (BTN);
2. Penjualan benda-benda Universitas Turbuka;
3. Penjualan akta jual beli, akta agraria (Departeman Agraria / Pertanahan);
4. Pengelolaan telepon umum coin/TUC
5. Wasantara Net (Wawasan Nusantara Network) bekerjasama dengan PT. Altek;
6 Penjualan Materai dibawah Dirjen Pajak.
Yang mana untuk lalu lintas surat pos penyelenggaraannya dikuasai oleh negara dengan
tujuan untuk kepentingan umum.
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BAB Il

PEMBAHASAN

3.1 Bentuk Perjanjian Pengiriman Barang Melalui Divisi Paket Pos

Ketentuan yang ada dalam pengiriman barang yang dilakukan antara pihak
pengirim barang dengan pihak PT. Pos Indonesia (Persero) selaku pihak pengangkut
disebutkan bahwa sebelumnya ada kesepakatan di antara mereka untuk mengadakan
pengirimman atau pengangkutan barang yang kemudian dituangkan dalam perjanjian
pengangkutan barang. Berdasarkan pasal 1338 ayat (1) KUEPerdata yang berintikan
asas kebebasan berkontrak maka hal ini juga berlaku bagi perjanjian pengangkutan
barang yang dilakukan antara pihak pengirim barang selaku konsumen dengan pihak pos
dalam hal in1 dengan Divisi Paket Pos.

Kemudian untuk memperlancar pengiriman/pengangkutan barang tersebut, selain
mengandalkan armada paket pos sebagai angkutan darat yang di miliki Divisi Paket
Pos, pihak pos juga mengadakan kerjasama dengan perusahaan penerbanga, angkutan
laut dan media telekomunikasi.

Setelah penulis melakukan beberapa kali penelitian di kantor Divisi Paket Pos
Jember di ketahui bahwa jumlah paketpos yang di terima oleh pihak pos untuk dikirim
dalam satu hari kurang lebih ada 28 paket dan dalam satu bulan yang di kirim melalui
pos kurang lebih ada 840 paketpos, selanjutanya paketpos tersebut dikelompokan
dalam satu karung menurut kota tujuannya masing-masing. Dan meliliat secara langsung
proses dan prosedur pengiriman barang maka diketahui bahwa bentuk perjanjian yang
diadakan antara pihak pos dengan pengirim barang selaku konsumen pemakai jasa
dilakukan secara tertulis dan standar. Yang dimaksudkan standar disini adalah isi
perjanjian telah dibuat dan ditentukan oleh pihak pos dalam resi atau formulir
pengiriman barang dan pihak pengirim barang tinggal mengisi formulir tersebut.

14
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Dalam praktek, perjanjian pengangkuian barang yang diadakan antara pihak
pengirim barang dan pihak pos dimana isi perjanjiannya sudah ditentukan oleh pihak
pos dalam bentuk formulir atau resi pengiriman yang ada. Kemudian pihak pengirim
barang hanya mengisi formulir atau resi pengiriman paket tersebut dengan jelas dan
Jujur. Isi dart formulir tersebut memuat tentang jents kiriman yang dikehendaki, isi
paket vang dikirimkan, nama dan alamat sipengirim dan sipenerima paket, besarnys
ongkos kiriman dan biaya premi serta tanda tangan sebagai tanda adanya kesepakatan
untuk mengirimkan barang,

Setelah pihak pengisi paket mengisi formulir atau resi pengiriman pakefpos
maka terjadilah perjanjian pengangkutan barang dalam bemtuk standar dan sedgehana
dimana d:antga pihak yang -berkepentingan ada - kesesuaian Jkehendak untuk
mengirimkan barang kemndian ditvangkan dalam bentuk perjanjian pengangkutan

Mengacu pada bunyi pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, maka dapat
disimpulkan setizp orang diperbolehkan untuk membust suzty perjanjian dan mereka
dapat menentukan sendiri isi perjanjian itu serta perjanjian itu mengikat mereka yang
membuainya seperti suaty Undang-Undang.

Selain itu agar perjanjian yang diadakan oleh para pibak fersebut sah harus
memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian seperti yang disebutkan dalam pasal
1320 KUHPerdata, yaitu :

L. Ada kata sepakat diantara para pihak.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
3. Sustu hal iertentu.

4. Suatu gebab yang halal.

Selanjutnya setelah mengisi formulir atan resi pengiriman tersebut petugas loket
menawarkan asuransi paket kepada pengirim barang atan konmsumen berdasarkan
Naskah Perjanjian Kerjasama Amara PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dengan
PT. Pos Indonesia (Perserc) Nomor : 005/AJ1/97 dan Nomor : 69/DIROP/1997 tentang
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Asuransi Pengiriman Barang Melalui PT. Pos Indonesia (Persero). Menyebutkan

syarat-syarat menjadi peserta Asuransi Paket Pos sesuai bunyi pasal 4, yaitu :

(1) Seluruh pengiriman barang melalui PT. Pos Indenesia (Persero) dan yang
memenuhi persyaratan berhak mendapat layanan Asuransi Pzket Pos dari PT.
Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dengan ketentuan sebagai berikut :

1) Secara otomatis untuk asuransi ongkos kirim.
2) Berdasarkan permintaan pengirim untuk asuransi nilai barang,

(2) Pengirim mengisi sertifikat asuransi untuk asuransi nilai barang dinadapan pegawai
pos.

(3) Membayar premi.

(4) Pengiriman barang pecah belah harus dengan kemasan khusus sesuai standar dar
kantor pos.

(5) Pengiriman perhiasan dan/atau logam mulia dapzt dilakukan dengan ketentuan
khusus.

Ketentuan yang ada dalam kerjasama tersebut mulai berlaku pada tanggal 1
September 1997, sedangkan di PT. Pos Indonesia Cabang Jember berlaku mulai bulan
Oktober 1997. Adapun yang menjadi fujuan kerjasama antara PT.Asuransi Jasa
Indonesia (Persero) dengan PT.Pos Indonesia (Persero) adalah merupakan salah satu
upaya untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan bagi para pengguna jasa
pengiriman paket pos. Apabila pengirim memenuhi syarat-syarat menjadi peserta

~asuransi paketpos sesuai kententuan maka pihak pengirim memuliki asuransi atas
paketnya apabila terjadi kerusakan, kehilangan, maupun keterlambatan dan pihak pos
yang bertanggung jawab atas keselamatan paket tersebut.

Sebagai contohnya : Saudari Efty Setiawati yang beralamatkan di JI. Mangga
/10 Jember mengirimkan paket ke alamat Bapak Muhlar dengan alamat JI. Mrican
No.212, Kepatihan Rt.12 Rw.05 Wiradesa, Pekalongan 51151. Berat paket tersebut 9

Kg yang isinya berupa : Suwar suwir seharga Rp 30.009,- , hem satu buah seharga Rp
49.000,- , hem satu buah seharga Rp 20.000,- | sepatu satu pasang seharga Rp 20.000,-
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, dan sandal satu pasang seharga Rp 28.000.-. Jumlah nilai barang Rp 147.000,-.
Sedangkan ongkos kirimnya Rp 9.700,- dengan biaya premi sebesar Rp 300,-.

Keterangan yang diberikan oleh pihak pengirim barang atas isi paket harus jelas
untuk memudahkan pengecekan oleh pihak pos apabila terlambat sampai tujuan atau
hilang dan atau rusak. Dengan demikian jelas bahwa perjanjian pengangkutan barang
melalui Divisi Paket Pos juga menganut asas kebebasan berkontrak seperti yang
disebutkan dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. Hal ini terlihat dari isi perjanjian
yang dibuat oleh para pihak yang berkepentingan dimana pihak pos menyodorkan
formulir yang harus diisi oleh pengirim barang, Selanjutnya perjajian tersebut mengikat
mereka yang membuatnya separti suatu Undang-Undang dan menimbulkan hak dan
kewajiban dari masing-masing pihak untuk melaksanakan perjanjian.

Kemudian 1si dari perjanjian pengangkutan barang melalui Divisi Paket Pos
Jjuga memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. Seperti yang disebutkan dalam
pasal 1320 KUHPerdata. Terlihat dari formulir atau resi pengiriman yang diisi oleh
pihak pengirim barang maupun besarnya premi dan sertifikat asuransi apabila pengirim
hendak mengasuransikan nilai barang atas paketnya tersebut yang kemudian menunjukan
adanya kata sepakat diantara para pihak untuk mengadakan perjanjian pengangkutan
barang melalui pos. Para pihak yang membuat perjanjian tersebut juga cakap untuk
membuat suatu perjanjian , diketahui dari subyek-subyeknya yaitu dari pihak pengirim
barang dan pihak pos yang bekerjasama dengan PT. Asvransi Jasa Judonesia (Persero)
dimana pihak pengirim barang adalah orang yang telah dewasa dan dapat
mempertanggungjawabkan perbuatannya sedangkan pihak pos adalah sebuah badan
hukum yang berbentuk perseroan terbatas yang dibagi dalam beberapa divisi salah
sahmya adalah Divisi Paket pos yang mengurusi tentang pengiriman paket pos baik
dalam negeri maupun luar negeri, yang mana asuransi pengiriman barang yang
diberikan oleh pihak pos ini bekerjasama dengan PT. Asuransi Jasa Indonesia
(Persero) adalah suatu badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas yang khusus
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ditunjuk oleh pihak pos dalam bidang usaha asuransi pengiriman barang melalui
paketpos.

Selanjutnya obyek perjanjian pengangkutan barang melalui Divisi Paket Pos
adalah tertentu dan jelas yaitu barang-barang yang tidak mudah meledak/menyala, atan
narkotika dan sejenisnya serta obat-obatan terlarang atai baraug cetakan/rekaman yang
isinya dapat mengganggu stabilitas nasional. Selain itu paket harus dibungkus sesuai
ketentuan standar pihak pos sehingga tidak membahayakan kiriman lain yang dikirimkan
secara bersamaan dan pengirim barang menyebutkan jumlah isi paket dengan jujur,
maksudnya ini membuktikan bahwa pengirim barang mempunyai ifikad baik dalam
melaksanakan perjanjian pengangkutan barang dengan mengirimkan barang tersebut
dengan tepat waktu dan sampai ketangan penerima barang dalam keadaan utuh dan
selamat. Pihak Divisi Paket Pos untuk memastikan atau mengetahui kebenaran isi paket
pos tersebut tidak menggunakan alat deteksi khusus tetapi menggunakan etika persuatif
yang berupa pengakuan sipengirim pada saat mengisi dan mengirim paketpos. Etika
persuatif yang dimaksud yaitu jujur. Kantor Pos tidak memiliki wewenang membuka
kiriman paket kecuali dalam hal/diduga berisi barang-burang terlarang yang dikirim
melalui pos dalam hal ini pemeriksaan/pembuka dilakukan oleh pihak yang berwenang
yaitu kejaksaan atau kepolisian.

3.2 Perlindungan Hukum Bagi Pengirim Paket

Kata konsumen berasal dari kata dalam bahasa Belanda yaitu konsument. Kata
konsument dalam bahasa Belanda disebut oleh para ahli umumnya diartikan sebagai
pemakai terakhir barang dan jasa yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha wntuk
memenuhi kebutuhannya sendiri. Berbicara konsumen disini oleh penulis dalam artian
perdata.

Konsumen sebagai pengguna terakhir barang dan jasa untuk memenuhi
kebutuhannya sendiri dan keluarganya mempunyai hak-hak yang perlu dihormati oleh
penyedia barang dan jasa. Hak-hak konsumen itu adalah :
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1. Hak atas keamanam dan keselamatan yang baik dan benar.

2. Hak untuk mendapatkan informasi yang baik dan benar.

3. Hak wntuk memilih.

4. Hak untuk didengar.

5. Hak atas lingkungan hidup yang baik { AZ. Nasutian, 1995;160 ).

Oleh karena itu ia berhak mendapatkan kebutuhan hidup keluarganya { barang dan jasa )
yaug terjamin bagi keamanan dan keselamatan diri dan keluarganya, iapun berhak
mendapatkan informasi yang jujur dan bertanggung jawab sehinggn ia dapat
menjatuhkan pilihannva secara benar.

Dalam perjanjian pengangkutan barang melalui Divisi Paket Pos yang
bekerjasama dengan PT. Asuransi Jasa Indonesia {Persero), pengirim barang selaku
konsumen pemakai jasa pengirim pake! pos juga berhak atas perlindungan bukum
schubungan dengan jasa yang diberikan oleh pihak pos. Pengertian pengiriman barang
diartikan sebagai pemakai terakhir dari jasa yang diberikan oleh pihak pos.

Pihak pengirim barang juga berhak atas informasi yang benar mengenai
prosedur dalem pengangkutan barang melalii pos, sebagai contoh Yayak ingin
mengirim paket barang ke Denpasar dan ia menginginkan paket tersebut cepat sam;_;ai
-, di Denpasar. Pibak pes menerangkan kepady Yayak tentang jénis Kiriman PIRE-ESol.
Sampai, adalah layanan paket dengan jaminan sampainya ke alamat penerima pada
keesokan hari setelah hari pengeposan.

Adanya pemberian informasi yang jelas dan benar maka pihak pengirim barang
dapat memilih dan menentukan pilihannya dengan benar sesuai kemnginanmya. Pihak
pengirim barang berhak juga didengar keluhannya atas pelayanan jasa yang diberikan
oleh pibak pos apabila terjadi keterlambatan, kehilangan atan kerusakan paket.

Dalam prakteknya perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak pos khususoya
di kantor Uuit Divisi Paket Pos Jember adalah seorang pengirim barang yang merasa
telah dirugikan oleh pihak Divisi Paket Pos, maka langkah pertama yang harus
dilakukan adalah mengkonfirmasikan kebagian Divisi Paket Pos baik di kantor pos
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asal/kinm paket tersebuf Untuk ity penginm harus memmjukan bukti pengiriman
sebagai bukii bahwa ia benar pernah mengirimkan barang melalui pos kemudian atas
laporan itu, petugas pos melakukan  pengecekan dan apabila temyata yang
dilaporkan benar maka petugas pos menyarankan untuk mengajukan tuntutan ganti
rugl  secara resmi yaitu dengan membuat surat pernyataan tentang ganti rugi serta
menyebutkan barang yang rusak / hilang, juga disebutkan bebermpa kerugisn
yang diderita sesuai dengan harga tanggungan yang ferdapat dalam resi pengiriman.

Pernyataan mengajukan klaim ke kantor asal dengan mengisi formulir kiaim rangkap

4 (empat) dengan meiampirkan : untuk asuransi ongkos kirim dengan dilengkapi resi

paket asli, photo copy KTP/bukti diri yang sah lainnya, untuk asuransi uilai barang

dengan dilengkapi sertifikat asuransi, asli resi paket, photo copy KTP/bukti diri yang
sah lainnya, faktur pembelian jika ada atau bukti pendukung lainnya. Setelah pengirim
mengisi formulir klaim maka kantor pos asal mendistribusikan ke :

- lembar satu untuk PT. Pos Indonesia {Persero) pada waktunya akan dikirim ke
Kantor Cabang PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) beserta dokumen pendukung
paling lama 7 {tujult} hari setelah tanggal pengajuan klaim.

— Lembar kedua uotuk Kantor Cabang PT. Asuransi Jasa Indopesia (Persero) dan
dikirimkan secara langsung paling lambat 3 % 24 jam, . .

- Lewbar ketiga untuk pengirim’ pada waktunya akan dikirim kembali setelah klaim
dibayarkan dan menjadi pertinggal kantor asal.

— Lembar keempat sebagas arsip/periinggal di UPT Pemeriksa.

Pegawai pos setelah menerima pengajuan klaim tersebut dari pengirim kemmdian

memeriksa keabsahan dokumes tersebut diatas dan melengkapi dokumen lain yang

diperiukan antara lain berita kehilangan, kerusakan, kekurangan dan surat pernyatasn
keterlambatan (khusus untuk Paket Esok Sampai) dan dokumen pendukung lainnya. Dan
ut bilz dipandang perlu, pegawai Kantor Cabang Asuransi Jasa Indonesia bersama
pagawal pos dapat melakukan pemeriksaan fisik obyek klaim. Kecuali itu bagi
penerima pake! dapal mengajukan kiaim sepanjang pengirim melepaskan halmya atan
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dalam hal in1 pengirim memberi kuasa pada penerima. Jika pengaduan diterima di
kantor tujuan mengenai kerusakan/kerusakan sebagian, kekurangan, kehilangan dan
keterlambatan (khusus Paket Esok Sampai), kemudian diteruskan ke kantor asal untuk
mencegah terjadinya pembayaran klaim ganda Dalam hal ini peneruna membusat surat
permehanan Klaim yang akan diteruskan ke kantor asal. Kemudian pegawai pos kantor
asal melengkapi formufir kiaim Prosedur selmmjutoya dilakukan swma seperti halnya
prosedur pengajuan klaim oleh pengirim paket di kantor pos asal.

Mengenai ketentvan dalam memutuskan besarnya ganti rugi tersebut ditetapkan
berdasarkan Naskah Perjanjian Kerjasama Antara PT. Aswansi Jasa Indonesia
{Persero} dengan PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor : 005/AJI/97 dan Nomor :
S9/DIROP/1997 tentang Asuransi Pengiriman Barang Melalui PT. Pos Indonesia
(Persero) atau Paket Pos. Mengenai Penentuan Penggantian Kerugian diatw dalam
pasal 9 yang menyebutkan bahwa :

{1) Penentuan besarnya gant: rugi untuk harga pertangqungan yang wajar sesuai harga
faktur/harga pasar diatur gebagai berikut
1) Dalam hal paket hilang :

1. Untuk aswransi berdasarkan nilai barang ganti rugi diberikan maksimum
sebesar harga pertanggungan.

2. Untuk asuransi berdasarkan ongkos kirim ganti rugi diberikan sebesar 10
{sepuiub) kali ongkos kirim.

3. Untuk asuransi berdasarkan nilai barang dan ongkos kirim ganti rugi
dlbenkm maksimum sebesar ha'ga pertangmingan, yang terdint deri harga
pémmgtmgm berdasarian m!m i)arang dan 10 (sepuluh) kali ongkos kirim.

2) Dalam hal paket rusak selurubnya (total) maka besarnya ganti rugi ditetapkan
sebagai berikut ;

L. Untuk asuransi berdasarkan nilai barang ganti rugi diberikan maksimmm
sebesar harga pertanggungan.
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2. Untuk barga berdasarkan ongkos kirim ganti rugi diberikan sebesar 10
(sepuluh) kali ongkos kirim.

3. Untuk asuransi berdasarkan nilai barang dan ongkos kirim ganti rugi
diberikan maksimum sebesar harga pertanggungan, yang terdiri dari harga
pertanggungan berdasarkan nilaj barang dan 10 (sepulul) kali ongkos kirim.

4. Barang ditetapkan rusak selurubmya (total) jika nilai kerusakannya melebihi
75% dari nilai barang.

3) Dalam hal paket hilang sebagian

L. Untuk asuransi berdasarkan ailai barang ganti tugi diberikan sebesar nilaj
kerugian yang sebenamya,

2. Untuk asuransi berdasarkan ongkos kirim ganti rugi diberikan berdasarkan
prosentase  kerugian  dengan maksinum  sebesar 509 dari  harga
pertanggungan ongkos kirim.

4) Dalam hal paket rusak gebagian :

2. Untuk asuransi berdasarkan ongkos kirim &anti-rugi diberikan berdasarkan
prosentase  kerugian  dengan maksimum  sebesar  50% dari  harga
pertanggungan ongkos kirim,

Paket dikatakan rusak sebagian apabila biaya perbaikan sampai dengan 75%

dari nilai barang

5) Dalam hal keterlambatan Paket Esok Sampai, ganti rugi diberikan 5(lima) kali
ongkos kirim.
{2} hika harga pertanggungan tidak sesuaj dengan harga faktur/harga pasar maka
perhitungan ganti rugi sebagai berikut ;
Contoh perhitungan ganti rugi untuk asuransi berdasarkan nilai barang :
i) Harga pertanggungan dibawah nifaj harga faktur/harga pasar.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

23

Harga faktur/harga pasar = Rp.5.000.000,00
Diasuransikan (Harga Pertanggungan) = Rp.2.000.000,00
Jenis Kerugian :
1. Hilang/rusak seluruhnya.
Penggantian maksimum sebesar Harga Pertanggungan = Rp.2.000.000,00
2. Kerugian sebagian , misalnya = Rp.1.000.000,00
ganti rugi : Rp. 2.000.000,00 x Rp.1.000.000,00 = Rp. 400.000,00
Rp. 5.000.000,00
2) Harga pertanggungan diatas nilai harga pasar.
Harga pasar =Rp. 3.000.000,00
Diasuransikan (Harga Pertanggungan) = Rp.10.000.000,00

Jenis kerugian :
1. Hilang/rusak seluruhnya

Penggantian maksimum sebesar Harga Pasar = Rp. 3.000.000,00
2. Kerugian sebagian, misalnya = Rp. 1.000.000,00

ganti rugi sebesar Rp. 1.000.000,00

Dengan demikian jelas bahwa perlindungan hukum diberikan oleh pihak pos
adalah memberikan ganti rugi atas kehilangan baik total maupun sebagian atau
kerusakan total maupun sebagian paket pos sebesar jumlah ganti rugi yang telah
ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku. Khusus untuk keterlambatan paket pos pihak
pos tidak memberikan ganti rugi karena sebelumnya telah diperjanjiakn untuk
keterlambatan tidak diberikan ganti rugi. ‘Kecuali keterlambatan untuk Paket Esok
Sampai.

Karena dengan adanya perlindungan hukum yang diberikan pihak pos, pihak
konsumen menaruh kepercayaan sepenuhnya ketika menyerahkan paket untuk dikirim
lewat Divisi Paket Pos. Berdasarkan ketentuan yang mengatur ganti rugi tersebut akan
memberikan rasa aman, tidak was-was lagi apabila paket yang dikirimkan pihak
konsumen mengalami kehilangan, kerusakan, atau keterlambatan. Kecuali ity keutuhan
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dan keselamatan barang yang dikirimkan melalui pihak pos sampai ketempat tujuan /
kealamat yang berhak menerima paket tepat pada waktunya.

3.3 Pelaksanaan Ganti Kerugian Atas Keterlambatan, Kehilangan atau Kerusakan
Paket Pada PT. Pos Indonesia ( Persero ) Cabang Jember

Didalam prakteknya segala barang yang dipercayakan kepada pihak pos untuk
dikirim berada di tangan pihak pos maka pihak pos bertanggung jawab atas keamanan
dan keselamatan barang tersebut sampai ketangan penerima paket yang berhak. Selama
barang tersebut belum diserahkan kepada orang yang berhak maka tanggung jawab
barang tersebut masih ditangan pihak pos. Hal ini juga sesuai asas bahwa pihak pos
berkewajiban mengerjakan supaya barang-barang itu diangkut dengan selamat dan utuh
sampai di tempat tujuan.

Keamanan dan keselamatan paket tersebut berarti paket pos sampai ketempat
tujuan tertentu tepat waktu, tidak hilang atau rusak. Keterlambatan berarti penyerahan
barang melampau batas waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian pengangkutan
melalui Divisi Paket Pos. Kehilangan adalah paket pos yang tidak diterima dikantor
tujuan dalam waktu yang telah ditentukan menurut pihak pos yaitu maksimal 2 ( dua )
bulan untuk paket pos biasa, 3 (tiga ) minggu untuk paket pos cepat dan 1 (satu ) minggu
untuk Paket Esok Sampai. Kemudian kerusakan berarti berubahnya fingsi dan/atau
bentuk barang sebagai akibat terjadinya resiko yang di jamin asuransi. Disini berarti
bahwa barang tersebut hilang sebagian karena kerusakan yang terjadi pada barang
Kerusakan itu dapat terjadi karena :

a. Sifat dari barang itu sendiri yang mudah rusak atau tidak tahan lama.

b. Kesalahan dari sipengirim barang itu sendini pada waktu pembungkusan sebelum
diserahkan kepada pihak pos untuk diangkut.

¢. Kesalahan pihak pos pada waktu proses/pengiriman.
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Sesuai ketentuan yang ada, pihak pengirim barang disodorkan tiga jenis kiriman
yang mempunyai waktu tempuh yang berbeda. Ketiga jenis kiriman tersebut adalah
a. Paket Esok Sampai, waktu tempuhnya satu hari / keesokan hari setelah hari
pengeposan.

b. Paket Pos Cepat/Udara, waktu tempuh tiga hari sejak pengirim menyerahkan paket
itu kepada petugas pos untuk dikirim.

c. Paket Pos biasa, waktu tempuhnya satu minggu sejak pengirim menyerahkan paket
kepada petugas pos untuk dikirimkan.

Dari ketiga kiriman tersebut diatas selanjutnya menimbulkan tanggung jawab
dari pihak pos untuk mengirimkan dan menyerahkan paket pos tersebut kepada pihak
penerima paket yang berhak dengan tepat waktu dan dalam keadaan utuh. Apabila
dalam melaksanakan kewajibannya tersebut terjadi keterlambatan, kehilangan atau
kerusakan atas paket pos tersebut,maka pihak pos bertanggungjawab terhadap hal
tersebut diatas.

Menurut Purwosutjipto, luas tanggung jawab pengangkutan ditentukan oleh
pasal 1236 Juncto pasal 1246 KUHPerdata Pasal 1236 KUHPerdata menetukan
bahwa :

Pengangkut wajib menberikan ganti rugi atas biaya kerugian
yang diderita dan bunga yang layak diterimanya, bila ia tidak
dapat menyerahkan atan merawat sepatutnya untuk
menyelamatkan barang-barang muatannya.

Pasal 1246 KUHPerdata menentukan bahwa -

Biaya, kerugian dan bunga itu pada umumnya terdiri atas
kerugian yang telah dideritanya dan laba yang disedianya akan
diferima.

Luas tanggung jawab diatas dibatasi oleh pasal 1247 Juncto pasal 1248
KUHPerdata yaitu :
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a Kerugian tersebut ialah kerugian yang dapat diperkirakan secara layak pada saat
timbulnya perikat.

b. Kerugian itu harus merupakan akibat langsung dari suatu perjanjian pengangkutan
(Purwosutjipto,1986:38).

Dalam perjanjian pengangkutan barang melalui Divisi Paket Pos Jember tidak
semua kerugian yang diderita oleh pihak pengirim paket menjadi tanggung jawab pihak
pos selaku pihak pengangkut. Risiko yang dikecualikan dan tidak dijamin oleh pihak
pos yang bekerjasama dengan PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) kepada pihak
pengirim sebagai berikut :

1. Kerugian atau kerusakan yang disebabkan unsur kesengajaan oleh pihak pengirim.

2. Kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh sifat dari barang dan atau isi
paketpos itu sendiri.

3. Kerugian atau kerusakan sebagai akibat oksidasi, kontaminasi polusi dan reaksi
nuklir,

4. Kerugian atau kerusakan sebagai akibat perang, huru hara yang bersifat politis, aksi
melawan pemerintah, pemberontakan, perebutan kekuasaan, penyitaan oleh penguasa
setempat.

5. Barang dan atau isi paketpos :

- Yang mudah meledak, menyala/terbakar
- Narkotika dan sejenisnya serta obat-obatan terlarang
- Barang cetakan/rekaman yang isinya dapat mengganggu stabilitas Nasional.

6. Keterlambatan sampai di tempat tujuan yang melampaui batas waktu pengiriman
yang wajar, terkecuali untuk jasa paket pos “Paket Esok Sampai” yang dijamin
dengan ketentuan khusus..

7. Pembungkus atau kemasan paket pos, kecuali bila diasuransikan secara khusus.

Diketahui untuk risiko kerugian akibat keterlambatan paket (selain Paket Esok
Sampai), tidak menjadi risiko pihak pos. Adapun yang menjadi pertimbangan pihak pos
untuk tidak memberikan ganti rugi adalah :
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a. Pibak penerima paket masih menerima paket walaupun terlambat.
b. Sebelumnya sudah ditegaskan dalam resi bahwa untuk keterlambatan kecuali Paket
Esok Sampai tidak diberikan ganti rugi. 7

Paket Esok Sampai adalah layanan paket dengan jaminan sampainya kiriman ke alamat
penerima pada keesokan hari setelah hari pengeposan. Adapun maksud PT. Pos
indonesia (Persero) memberi j jammm dengsn ketentuan klmsns adalah wth terjadi
keterlambatan atas Paket Esok Smnpa; maka pihak pos ak'an memberi gantx rugi sebesar
5 {hima) kali ongkos kirim,

Selain itu apabila terjadi keterlambatan disertai kerusakan atas Pakef Esok
Samipai maka pihak pos akan memberi ganti rugi sebesar 5 (lima) kali ongkos kirim
sesuai ketentuan apabila terjadi keterlambatan Paket Esok Sampas dan ditambah 10
{sepuiuh} ongkos kirim karena kerusakan sebagian atau total atas paket tersebut.

Pihak pos yang bekerjasama dengan Asuransi Jasa Indonesia bertanggungjawab
atas ristko kerugian yang disebabkan karena paket hilang selurubnya atau hilang
sebagian maupun paket rusak sebagian atau rusak seluruhaya dalam bentuk jaminan
asuransi. Jaminan asuransi akan muiai berlaku sejak barmg diserahkan oleh pengguna
jasa paket pos {pengirim) kepada PT. Pos Indonesia {Persero) setempat dan akan
berakhir pada saat barang kiriman tersebut diserahkan dan/atau diterimsa oleh penerima
&i alamat tujuan atau yang dikvasakan untuk menerima barang tersebut atau selambat-
iambainya 30 (tiga puluh) hari sejak paket pos diterima di kantor tyjuan PT. Pos
Indonesia (Persero).

Sedangkan untuk resiko kerugian yang disebabkan kerena paket barang tersebut
lillang seluruhuya, seperti yang pemnali terjadi di Divisi Paket Pos Jember, yaitu
disebutkan sipengirim paket adalah Etty Setiawati yang beralamatkan J1. Mangga /10
Jember, mengirimkan paket kepada Bapak Muhlar J1. Mrican No.212 Kepanh:m Rt12
Rw.05 Wiradesa, Pekalongan 51151, paket tersebut berisi suwar suwir seharga Rp
30.000,- , hem satu buah seharga Rp 49.000,- , hem satu buah seharga Rp 20.000,-,
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Cara menghitung besarnva premi seperti yang dikeluarkan pengirim atas nama Efty

Setiawati sebagai berikut : 0,24 % x { 10 x Rp. 9.700,00 ) = Rp. 232,00 dibulatkan

menjadi Rp. 300,00. Karena Bty pibak pengirim hanya mengasuransikan ongkos

rim saja maka pelaksanaan ganii rugi yang dilakukan pihak pos sesmai dengan
ketentuan yang berlaku, yaitu besamya gant: rugi ongkos kirim adalah 10 kali ongkos

turm. Jadi besmmys ganti rugi tersebut 10 x Rp. 9.700,00 = Rp 97.000,00.

Dengan demikian jelas bahwa pihak pos bertanggung jawab atas keamanan dan
keselamatan paket pos tersebut selama paket itu berada dalam tanggimeannya Hal ini
sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1365, 1366 dan pasal 1367 KUH Perdata yang
wengharuskan orang untuk bertangging jawab atas kerugian yang diderita orang lain
akibat perbuatan melawan hukum, perbuatan wanpretasi atay karena kurang hati-
hatinya. Dan mengenai besarnya ketentuan ganti rugi yang diberikan kepada pihak
pengirim barang yang dirugikan diatur dalam Naskah Perjanjian Kerjasama antara PT.
Asurans: Jasa Indonesia ( Persero ) Nomor : 005/AJU97 dan Nomor 69/DIROP/1997
tenfang  Asuransi Pengiriman Barang Melalui PT. Pos Indonesia (Persero) atau Paket
Pos , yang telah disebutkan dihalaman depan yaitu pasal 9,

Pihak pos dikatakan lepas dari tanggung yawab untuk menggantikan kerugian
yaiig diderita oleh pihak konsumen, jika :

a Tidak digjukan permintaan ganti rugi dalam Jangka waktu 1 tabun mulai dari
keesokan hari sejak hari pengiriman paket pos tersebut atau jika dalam masa ity
tidak diajukan lagi pertanyaan mengenai paket tersebut.

b. Penvershan kepnda sescorang yang tidak berhak seluruh / sebagian disebabkan
karena kesalahan atau kelalaian pihak pengirim barang tersebut. Hal ini juga disertai
bukti-bukii yang harus ditunjukan oleh pihak pos misalnya alamat sipenerima paket
tidak jeias atan tidak diberi kede pos wilayah.

¢. Pada waktu paket tersebut diserahkan pada pibak pemerima paket tidak rusak
sedemikian rupa sehingga tidak ada kesumgkinan isinya dapat dicuri. Jika kerusakan
tiu disebabkan karena pembungkus yang tidak memenuhi ketentuan standar pibak pos
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atau ditimbulkan karena sifat isinya yang mudah rusak maka dalam hal ini kerusakan
it ditanggung sendiri oleh pengirim.

d. Isi paket baik sebagian maupun seluruhnya terkena peraturan larangan yang diatur
dalam pasal 3 ayat(50) Naskah Perjanjian Kerjasama antara PT. Asuransi Jasa
Indonesia (Persero) dengan Pt. Pos Indonesia (Persero) Nomor : 005/AJI/97 dan
Nomor : 69/DIROP/1997 tentang Asuransi Barang Melalui PT. Pos Indonesia
(Persero) atau Paket Pos.
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BAB 1V
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dan data yang diperoleh
melalui penelitian yang dilakukan serta hasil analisis dari pembahasan, maka penulis
menarik kesimpulan bahwa :

1. Diketahui bahwa bentuk perjanjian yang dilakukan antara pihak pos dengan pengirim
barang selaku konsumen pemakai jasa dilakukan secara tertulis dan standar
(standar kountrak).

2. Perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen adalah sesuai dengan
perjanjian diantara mereka dan konsumen dapat mengajukan permohonan tuntutan
ganti rugi dengan disertai bukti pengiriman paketpos dan foto copy indentitas diri
sebagai bukti bahwa ia benar-benar mengirim paketpos, dalam hal terjdi
keterlambatan paketpos sampai ketangan pihak penerima (selain Paket Esok
Sampai) maka PT. Pos Indonesia (Persero) tidak bertanggungjawab untuk
memberikan ganti rugi sesnai ketentuan yang ada dalam resi pengiriman barang yang
menegaskan bahwa pengangkut tidak bertanggungjawab.

3. Untuk kehilangan atan kerusakan keseluruhan maupun sebagian pada paket pihak PT.
Pos Indonesia bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi sebesar 10 (sepuluh)
kali ongkos kirim dan apabila pihak pengirim menghendaki nilai barang dalam peket
tersebut diasuransikan maka pihak pos akan memberikan ganti rugi atas nilai barang
tersebut sesuai dengan Naskah Perjanjian Kerjasama Antara PT. Asuransi Jasa
Indonesia (Persero) dengan PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor :005/AJI/97 dan
Nomor : 69/DIROP/1997 tentang Asuransi Pengiriman Barang Melalui PT. Pos
Indonesia atau Paket Pos.

31
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4.2 Saran

Setelah mengetalmi pelaksansan pemberian ganti rugi atas keterlambatan,

kehilangan atau kerusakan paket berdasarkan uraian diatas, maka dibawsah ini ada
saran-saran yang sekiranya dapat berguna yang berkaitan dengan judul skripsi yang
penyusun ambil, saran-saran tersebut adaluh : B

3

Dlhm'q:fm inhak pos dalam melaksanakan kewsjibannya mengangkut barang yang
dipercayakan harus lebih teliti sehingga tidak terjadi hal-hal yang merugikan
konsumen.

- Diharapkan pemberian ganti rugi diusahakan lebih cepat sehingga konsumen tidak

memmggu terlaly Jama dalam pelaksanaan pemberian ganti rugi melalui PT. Pos
Indonesia (Persero) Jember.

3. Agar ditingkatkan pelayanan dan kerjasamanya dengan PT. Asuransi Jasa Indonesia

(Persero) dalam pelaksanaan pemberian ganti rugi paket melalui PT. Pos Indonesia

{(Persero).

. Diharapkan pihak konsumen memperhatikan ketentnan atan isi perjanjian yang

terdapat dalam resi pengiriman dan mengisinya secara jelas dan benar, paket pos
tersebut hendaknya dibungkus sesuai ketentuan standar sehingga terhindar dari
kerusakan atan kehilangan.
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KEPADA

L e

JEMBER, 23 Mei 19 g8 No LAMP
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PERIHAL © Surat Keterangan

SURAT KETERANGAN

Dengan memperhatikan surat pengantar dari Dekan Fakultas Hukum
Uhiversitas Jember Nomor : 1221/PT,32HA ,FH/AL 1 1998, tanggal-.
21 April 1998, perihal '

Konsultasittentang masalah "PELAK SANAAN GANTI KERUGIAN. ATAS
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INDONESIA (PERSERO) CABANG: JEMBER" , berdasarkan tersebut di -
atas kami atas nama pimpinan' PT, POS INDONESIA CABANG JEMBER
menerangkan 3 :

Nama ¢ Endang Roemantini

NIM : 9307100029

Program S.i

Jurusan 3 Tlmu Hukum

Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah mengadakan konsultasi
pada perusahaan kami selama 1 (satu) bulan,

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan di-
pergunakan sebagaimana mestinya,

Jember,23 Mei 1998
PT,POS INDONESIA (PERSERQ)
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PT ASURANSI JASA INDONESIA

JULET JEN HARYOHO M T KAV Gl JARANTA SELALAN

PETUNJUK PELAKSANAAN BERSANMA
PT. ASURANSI JASA INDONESIA (PERSERO)

DAN
PT. POS INDONESIA (PERSERO)
TENTANG

ASURANSI PENGIRIMAN BARANG MELALUI
T, POS INDONESIA (PERSERO) ATAU PAKLET POS

BARB |
PENDAIIULUAN
3 Pasal-1

Pengertinn Unmum

Crogram Asuransi Pengiriqan Barang melalui PT. Pos Indonesia (Persero) atuu Pake
Poi. yang selanjuinya discbut Asuransi Paket Pos, berdasarkan Naskal Perjanjian -
Regasama antara PT. Asuransi Jasa  Indonesia (Persero) dengan P1, pos
bidonesia (Persero) Nowor ; 005 / AJL / V1797 dan Nomor : 69/DIROP/1SY
adialah salah satu upaya untuk meningkatizan pelayanan dan perlindungan bagi para
pengguni jasa pengiriman paket Pos,

Sebagai tinduk  lunjut naskab kerjasama tersebut di atas perlu dibiat  Petunj,
Peiaksanaan Bersama Asuransi Paket Pos untuk menjamin kelancuran operasion:! b

) [ E
para pengelola di lapangan kedua belah pihak.

Asuranst Paket Pos adalah asuransi yang memberikan juminan atas kerugian v

dudeita oleh Tertanggung sebagai akibat musibah yang menimpa barang yang dikeon

acldun paket pos.

Fedan ietunjuk Pelaksanaan Bersama ini yang dimaksud dengan :

Vi Fakeipos Sundar adalah kemasan yang berisi barung dengan syarat-syaral terieniy,
st bentuk ukuran dan berat yang dikirimkan melalui pos sesuai dengan petituri,
yuug berlaku,

1 Pabedpos Non Standae adalah paker Pos yang ukuran, bentuk, maupun beratayo

melebiln (dak mengikon ketentuan) standur yang telah duetapkan oleh Badae
Perhimpunan Pos Sedunia (UPU),

g

) Paketpos adalah puket pos standar dan paket pos non standar.

.
8) Paket Esok Swsapai adalah layanan paket denpan Jaminan sampainyu Kivinan ke
alamat penerima puda keesokan hari setelah hari pengeposan,

Y)  Peonanggung adalah P, Asuransi Jasa Indonesia (Persero).

: i
y vl samaan Beesoni v Peagnmon Manany wélalio 1°F Pos Indonesi rersere) auven Philiet P
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10) Tertanggung adalah PT. Pos Indonesia (Persero),

1) Pengivim adalah pengguna jusa paketpos yang namanyad tercantum dalam kartu
alamat/bukti pengiriman paket pos dan atau Seruilikat Asuransi,

[2) Penerima adalah orang yang namanya tercantum dulam bukii pengiriman/kartu

v ulamat paketpos dan atuu Sertifikal Asuransi yang berhak menerima paket pos.

13) Polis  Induk  Asuransi Paketpos adalah bukti otentik  berupa  akia  yang
ditandatangani oleh Penanggung dan Tertanggung yang merupakan alat bukt adiny
Paerjanjian Asuransi.

i) Sertifikat Asuransi adalah bukti pengasuransian  puket pos dan sckaligus scbagai
Lkt pembayaran premi atas nilai barang.

i5) Nota Perhitungan (Statement of account) adalah nota yang dibuat oleh Ka. '],
V' Pemeriksa Kantor Asal yang berisi perhitungan premi, komisi dan pembayaran klai
yang dikirimkan ke Kantor Cabang PT Asuransi Jasa Indonesia (Persera),

16) flarga Pertanggungan adalah harga yang dipertanggungkan yang  besurays
ditentukan berdasarkan nilui barang dan/atau ongkos kirim serta scbagai dasar
perintungan besarnya premi dan penggantian maksimum besarmya ganti rugi.

t7) trevu adalah suatu jumlah vang yang dibayarkan oleh Tertanggunyg Kepada
Penanggung sebagai imbalan atas kesediaan Penanggung  menerima pelimpahan
cisiko yang mungkin dihadapi oleh Tcrlanu,un}, yang besarnya ditentukan sebesan
0,2:1% (dua puluh empat perseratus prosen) dari harga pertanggungai,

18

—

Aswransi Nilai Barang adalah asuransi yang harga pertanggungannya ditentukan
dari harga barang yang dinilai berdasarkan faktur pembelian untuk barang bura dun
" sesual penilaian tertanggung untuk barang bekas.

N
—

Asuransi Ooglkos Kirim adalah asuranst yang besar harga pertanggungannya
ditentukan sebesar 10 (sepuluh) kali ongkos kirim untuk semua pakel pos terasuk
Paker Esok Sampai.

14 0

~—

Asuransi Keterlambatan Paket Esole Sampai adaluh asuransi yang menjamin
Svragian akibut keterlambatan Paket Esok Sampai .

G

e

Foaator Pusat Divisi Paket PT. Pos Indonesia (Persero) yang selunjulaya discbur
Divisi adalah unit bisnis yung mengelola jasa pengiriman paket, burang dalian
Lenasan tertentu lainnya dan usaha lain yang menunjang jasa pengiviman tersebut

[
——

Uit Usali Divisi Paket yany selanjutnya disebut Unit Usahi adalaly unit organisis:
Jibawah Divisi yang berada di wilayah /daerah rertentu yang mengelola bidang usaba
ditlaan fingkup Divisi,

28y Wilayali Usaha Pos disingkat Wilpos adalah unsur-unsur peluksana I)Lllbhlultluil

Jusa pos dan giro di wilayah dan berkedudukan lunbbuuy dibawah Kantor Pusat P'U
Pas Indonesia (Perserv).

s . kit o
Petingud *cladsana Bersa i Pengitin Barang areladion 11 Pos Indutiesta (fersecsd s Paket Fos

i~
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24) _Uuu Pelalesana Telenis disingkat UPT adalahy unit organisasi dibawah Wilpos yany
melaksanakan tugas-tugas operasional pos dan tugas teknis pelayanan jusu pos dan
LI,

o

25) UPT Pemeriksa adalah UPT yang mengawasi dan mempertanggungkan keuangan
UPT-UPT dibawah pengawasannya.

26) Wilayah Usalia adalah wilayah kerja Unii Usaha Divisi yang meliputi wilayah ke
UPI setempat dan atau meliputi beberapa wilayah UPT lainnya.

Ay beantor Asal adalah Unit Usaha dan atau UPT yang merupakan tempat s
penainman pakel pos

8y fantor Transiv adalah Unit Usaha dan atau UP'T yung meluhoRan penciasan pabel
pos ke Kantor tujuan

£ 0

Peitor Tujuan adalal Unit Usaha dan atan UPT yaog melababan aiaoan pake
s hepada Penerima

i otesntar Posat PU0 Asuransi Jasa Indonesia (Persero) adalah Koot Tempai
ecdadukan Diveksi 1 Asuransi Jasa Indonesia (Puersero).

i lantor Cabang 1M1, Asaransi Jasa Indonesia (Persero) adalah Kautor yaog
aelabukan kegiatan  operasional  berkaitan  dengan  Asuransi Paket Pos i
bertangeung jawab langsung kepada Kantor Pusat PT Asuranst Jasa Indonesi
Lizersero).

32) Deklarasi adalah laporan harian penerimaan premi asuransi yung dibuat uleh Kantor

Asal dan sekaligus merupakan bukti penutupan asuransi untuk asuransi berdusarka
ongkos kirim.

33) Deklarasi Gabungan adalah  Rekapitulasi  Deklurasi yang dibuat  oleh UM
Pemeriksa.

34) Komisi Asuransi adalah  diskon yang  diberikan oleh  Penanggung  kepuda
Tertunguung yang besarnya ditetapkan 30% dari premi dasar,

55) ifrofit Womisi adalah Profit Sharing yaug merupukan imbalan jasa yang diberikan
oleh Penanggung kepada Tertanggung dari hasil keuntungan penutupin asurans
yang wkan dibitung secara tahunan dengan formula premi dusar dikurangi komisi.
Fiayi operasional dan realisasi pembayarun klaim,

vap Nota Tagiliau adalah merupakan randa bukti tagihan premi dari Penangguny kepada
[ ertangeung.
A7y telaim adalah Tuntutan ganti vy dart Tertanggung Kepada Penangguny

i%) Subrogasi adalah hak penanggung yang timbul setelah membayar keruglan suatu
baring yang dipertanggungkan, untuk mengeantikan tertanggung dalam segala huk
yung diperolehnya techadap pihak ke-3 yang teluh nienimbulkan keragian

et Petakyanaan Besama ssirans Cangiiin Barany welalu PEFGs Indunizsia (Fersein) atag fakel Pea
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A%) Recovery Klaim adaluh hak yang diterima
mengalami kerugian karena penanggung tel
tersebut kepada Teranggung

penanggung atus sisu barang yang
ah membayar ganti rugi atas bitring

40) Hilang adalah puket pos yang tidak diterima oleh penerima di Kuntor Tujuan dalum
“ wakiu yang telah ditentukan menurut Tertanggung yaitu maksimal 2 (dua) bulan
untuk paket pos biasy, 3 (tiga) minggu untuk paket pos cepat dun 1 (satu) minguu
untuk Paket Esok Sumpai.

A1) Rusak adalah berubalinga fungsi dan/atau benwk barang sebugai akibut terjadinya
/o orisiko yang dijamin asuransi

42) Resi adalah Buku pembayaran ongkos kirim paket pos dan bukti udanya jaminan

asutansi berdasarkan ongkos Kirim.

S0 Bowitansi Premi adalah bukti tanda terima pembayaran preni
V) rowitansi Kerugian (Klaim) adalah bukti tanda terima pembayaran ganti rugl vang

sebaligus merapakan bukti persetujuan tlertanggung atas penyelesatan klaiy,

sebagan
i untuk merealisasitan klaim.

BADB-11
TUJUAN DAN RUANG LINGIKUP ASURANSI

Pasal-2

Tujuan
ULV
Utuh meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, 3
KHUSUS

Nemberikan jaminan kepada pemakai jasa paket pos bahwa burang yang akan dikirim
sesual layanan yang dipilih akan mendapatkan ganti rugi apabila objek perianggungan
tersebut mengalami kerugian yang dijamin dalam Polis.

Pasal-3
Ruang Lingkup

Polig v menjumin ssuransi Puketpos melalui PT Pos Indonesia (Persero) ini adilih
?ull‘;‘. Lisduh Nomer
Quah Peranpyungan |
Lo bsaring alau ist paket :
@ Barang-barang barw.
I Barung bukan baru.
¢ Barang pecal belah, perhiasan, logam mulia
d Buarang seni dan budaya.

b st Bt Do e Savag aelalion BT 108 Diduaesia (Pesseoal atan Paked P +
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22) Oogkos Kirim.

3) Barang atau isi paket beserta ongkos kirim.
(3) Harga Pertanggungan dan batas maksimum ganti rugi ;
L) Barang atau isi paket,
i Barang-barang baru menurut harga fukiur,
L. Barang bukan baru menurut penilaian Tertanggung
Barang pecah belah, perhiasan, logam mulia ditetapkan menurut penilaian
Tertunggung,
d. Barang seni dan budaya maksimum Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupi
puket pos.
2) Ongkos Kirim.
Harga Pertanggungan ditetapkan scbesar 10 (sepuluh) kali ongkos kirim.
3) Barang atau isi paket beserta ongkos kirim.
Harga Pertangpungan merupakan penggabungan dari nilai barang ditambah 10
(sepulub) kali ongkos kirim.
4) Harga Pertanggungan dalam butir 1), 2 dan_3)-dalam-ayat_inj merupakan batas
maksimum ganti rugi, il )
%) Guuti rugi akibat keterlambatan untu@et Esok Sampai sebesar 5 (lima) kali
ongkos Kirim. ‘

L2

ah) per

—— e

(4)  Berlaku dan Berakhirmya Jaminan Asuransi
Jaminan asuransi akan mulai berlaku sejak barang diserahkan oleh pengguna jusa paket
pos (pengirim) kepada PT. Pos Indonesia (Persero) setempat dan akan berakhir pada
saal barung Kiriman tersebut diserahkan dan/utau diterima oleh penerima di alaniay
tujuan atau yang dikuasakan untuk menerima barang tersebut atau selambat-lambainya
30 (uga puluh) hari sejuk paketpos diterima di Kantor Tujuan PT Pos lndonesia
_(Persero).
(3) Kondisi Pertanggungan
1) Penanggung  akan memberikan ganti rugi kepada Tertanggung terhudap kerupian,
kerusakan barang-barang, baik kerugian sebagian maupun kerugiun seluruhnya, hilang
pada waktu pengiriman atau pada waktu penyimpanan sebelum pengiriman, tidak
diterima oleh Penerima (ditempat tujuan), rusak/hilang pada waktu bongkar mual
dari/ke alut angkut di tempat pengiriman maupun di tempat tujuan.
2) Risiko yang dikecualilan dan tidak dijamin,
Penanggung tidak akan bertanggung jawab dan tidak memberikan ganti rugi kepuda
Tertanggung sebagai akibat
l. Kerugian atu kerusakan yang discbabkan unsur kesengajaan  oleh pihak
Tertunggung.
2 Kerugian atau kerusakan yung disebabkan oleh sifut dari barang dan atau isi
paketpos itu sendiri,
3. Kerugian atau kerusakan sebagai akibat oksidasi, kontaminasi polusi dan reaksi
ki,

Pty S deosana Aswranst eoagietan Barang melalus PT o tndonesiu (Persers) atin Paket Pos 5
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4. Kerugian dan kerusakan sebagai akibat perang, huru-hara yang bersif
melawan  pemerintah,
penguasa setempat,

5. Barang dan aav isi paketpos :

- Yang mudah meledak, menyala/terbakar.

- Narkotika dan s¢jenisnya ‘serta obat-obatan terlarang,

- Barang cetakan/tekaman yang isinya dapat menggeanggu stabilitas nasional,

Keterlambatan sampai di tempat wjuan yang nelampaut batas wuktu lamanya

pengiriman yang wajar, terkecugl] untuk jasa paket pos “Paket Esok Sampai” yang

dijamin dengan ketentuan khusus.

7. Pembungkus/kemasan paket pos, kecuali bila diasuransikan secary khusus.

at politis, aksi
pemberontakan, perebutan  kekuasaan, penyitaan  oleh

Q.

; BADB-111 ;
. SYARAT, STANDAR OPLERASIONAL DAN PELAPORAN

Pasul-4
Syarat Menjadi Peserta Asuransi Paket Pos

(1) Sehuuh pengiriman barang melalui PT. Pos Indonesia (Persero) dan yang memenuhi
persyaratan berhuk mendapat layanan Asuransi Paket Pos dari PT,  Asuransi Jasa
indunesia (Persero) dengan ketentuan sebagai berikut -

~—L-1) Sceara otomatis untuk asuransi ongkos kirim,

4) Berdasarkan permintaan pengirim untuk asuransi nilai barang,
(2) Pengim mengisi Sertifikat Asuransi untuk asuransi nilai barang dihadapan Peguwai Pos.
(3) Membayar premi asuransi,

(4) Pengiriman burang pecah belah harus dengan kemasan khusus sesual standar dur
Tertinpgung.

(5) Pengiriman perhiasan dan/atau logam mulia dupat dilakukan dengan ketentuan khusus.

Pasul-5
Wilayah Operasi Layanan Asuransi Paleet Pos

Layanan Asuransi Paket Pos ditentukan sesuai dengan pembagian wilayah sebagai berikut ;
1. Wilayah Jawa Timur dilakukan oleh :
= T Asuransi Jasa Indonesia (Persero) cabang Surabaya meliputi @ Surabaya,
Surabaya Selatan, Bojonegoro, Gresik, Jombang, Lamoungan, Tuban, Sidoarjo,
Mojokerto, Pamenghkasan, Banglkalan dan Sumenep,
- PU. Asuransi Jasa Indonesia (Persere) eabang Malang meliputi @ Matang,
Ponorogo, Pasuruan, Tulungagung, Kedirvi, Pare, Blitar, Madiun, Lawang,
Nganjuk, Ngawi dan Magetan,

' . o1 kb ) 4 9 4
Petiaygu, Helubscenaan Bersaima cbsuraent Peagacman arang melalio P Pos indonesta (Perserol atan faket Pos O
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- UT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) cabang Jember meliputi
Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Lumajang, Probolinggo,

2. Wilayah Bali dilakukan olch PT. Asuransi Jisa Indonesia™(Persero)  cabang
Deupasar mehputi : Deapasar, Gianyar, Singaraja dan Tabanan,
3. Wilayahy Nusa Tenggara Barat dilakukan oleh PT, Asuransi Jasa Indonesia (Persero)
cabang Mataram meliputi © Mataram, Bima, Selong dan Sumbawa Besar,
4. Wilayah Nusa Tenggara Timur dilakukan oleh PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero)
cabang Kupang meliputi - Kupang, Atambug, Ende Maumere, Soe dun Waingapu.
5. Wilayah Maluku dilakukan oleh - _
- T, Asuransi Jasa Indonesia (Persero) cabang Ternate meliputi @ Ternate,
- PEo Asuransi Jasa Indonesia (Persero) cabang Ambon meliputi ;3 Ambon daw
Tual.
6. Wilayah Yrian Jaya dilakukan oleh :
= L Asuransi Jasa Indonesia (Persero) eabang Jayapura meliputi Jayapura, Biak.
Merauke dan Nabire.
= PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) cabang Soroug meliputi Sereng dan
NManolowari.
7. Wilayah Timor-Timur dilakukan oleh 'L, Asuransi Jasa Indonesia {(Persero) cabany

Kupang meliputi : Dili,

Pasal-6
Standar Operasional

(1) Wantor Pusat PLL Pos Indonesia (Persero) eq Divisi Paket ;
1) Melukakan sosialisusi dan promosi Asuransi Paket Pos kepada masyarakal pirdit
umumnya dan pelunggan jasu paket pos pada khususnya. L
4} Menginstruksikan kepada seluruh Unit Usaha / UPT untuk melakukan promosi
fayanan Asuransi Paket Pos secara luas.
$) Menerima prolit komisi dari Kantor Pusat PT.  Asuransi Jasa Indonesia
(Persero).

(2) Kantor Pusat P'IL Asuransi Jasa Indonesia (Persero);

1) Menyediakan seluruh formulir yang digunakan dalam layanan Asuransi Paket Pos.

2) Memberikan pembekalan teknis dan administratif kepada petugas pelaksana di UPT /
Unit Usaha.

J) Membayar Profit Komisi kepada Kantor Pusat PT Pos Indonesia (Persero).

(3) Kantor Cabang PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero):

I) Memberikan Jayanan pelaksanaan Asuransi Paketpos kepada pegawai Pos di UPT
Pemeriksa Kantor Asal, '

. ) ) e ket
Petimna Holansinaan Bersanw A swranst Penglovnan Harang melal PL Pos lndunesia (Periera) atai Paket Pos i

s Jember, -+
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) Mengirimbkan formulic-formulic yang  akan digunakan untwk  keperluan layanuan

Asuransi Paket Pos di UPT Pemeriksa Kantor Asul
NMenerima pembayiran Preni dart UPT Pemeriksa,
Membayar Komisi Asuransi kepada UPT Pemeriksa Kantor Asal.

Memperhitungkun dan membayar klaim yang digjukan oleh UPT Pemeriksa Kentor
Asal.

LR ]

et e et

(4) UPr/Unit Usana ; ,
1) Layanan di UPT/ Unit Usaha Kantor Asal :

1 Petugas loket menctapkan Premi Asuransi ongkos kirim untuk setiap paket yang
dikirim, besarnya premi dicatat dalam setiap resi paket. Besurnya premi adaluh

0,24% dari 10 (sepuluh) kali ongkos kirim dengan ketentwan mininal besurnya

premi adalah ]k{p'. 200.- (Dua Ratus Rupiuh) dan apabila terdapat pecahan satuan

atau puluhan akan dibulatkan keatas menjadi ratusan,

Contoh ; ‘

Ongkos kirim Rp.5.000,00,harga pertanggungan 10x Rp.5.000,00 = Rp. 50.000,00

Premi = 0,24% x Rp. 50.000,00 = Rp. 120,00 dibulatkan menjadi Rp. 200,00

2. Petugas loket menawarkan asuransi paket berdasarkan nilai barung kepada setiag
pengirim paket, besarnya premi adalah sebesar 0,24% dari harga pertanggunzun

‘ barang: yang dikirim dengan ketentuan minimal besurnya premi aduluh Ry
~600,00~ (Enam Ratus Rupiah) dan apabila terdapat pecahan sutuan atau puluhan

Lak:ﬂ'l dibuliatkan keatus menjadi ratusan,

Dalam hal pengirim mengasuransikan paketpos berdasarkan nilai barang, maka
atas pengiriman paketpos tersebut dikenakan premi asuransi ongkos kinim dan
nilai barang '

Cuntuh :

Hhaupa pertunppguongan nilad burang = Rp 100.000,-

Ouglos Kivim = [ S.000,-

Premi =

‘Nitud Barang ... Rp 100.000,- x 0,24% = Rp 240,~ dibulatkan menjadi Rp GUY,-

Onpglos Wdrim ... (JU x Kp 5.000,-) x 0,24% = Itp 120,- dibulutkan menjudi Rp 200, +
duwlalamrem PR LYl PERBITTIN .\ revmmsnmansissmisrssiarsgsssenssasassassshmtivsesrey LERIMDOAE

3. Untuk Asuransi Nilai Barang, pengirim harus mengisi Sertifikat Asuransi dan
dilengkapi oleh Pegawai Pos (termasuk dibubuhi paraf bertanggal dan cap pos).

4. Untuk mengisi Sertifikat Asuranst Pengirim harus menginformasikan secara benar
jenis barang kiriman dan nilainya.

5. Guna meyakinkan kebenaran informasi dan Pengirim, Pegawai Pos harus meliha
ist paket dan fiktur pembelian barang yang dikirim dengan disakrikan oleh
pengirim untuk asuransi nilai barang.

6. Semua paket pos harus dikemas sesuai dengan keventuan yang berlaku di PT. Pos
Indonesta (Persero). .

. - : : .
Petan; o Voivkseasan Besana Asuranse Penginanan Barang melal PT. Pos Indonesia (Perserc) atan Puket Pus 8
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7. Guna meyakinkan b

ahwa pengepakan paket pos dimaksud cukup baik dan sesuai
ketentuan, pegawai |

05 dapat melakukan pengepakan ulang atas biaya pengirim,
8 Dalam hal pengisi
sebagal berikun:

5.1 Bavang atau isi paket -
a Barang-barang buru menuryt harga fuktar,
b Barang bukan buru menurut peniluian TERTANGCGUNG
¢ Barang pecah belah, perhiasan, logam mulia ditetapk
Tertanggung,
d. Barang seni dan budaya maksinmum Rp. 500.000,
8.2 Ongkos Kirim.

an harga pertanggungan pengirim harus memperhatikun hal-ha!

1

an menurat penilaian

= (Lima ratus ibu rupiah).
Hlarga Pertanguungan ditetapkan sebesur 10 (sepuluhy) kali ongkos kirin.

5.3, Barang atau isi paket beserta ongkos kirim.
Harga pertanggungan merupakan penggabungan dari butir 8.1 dan 8.2 diatas.

9. Serlifikat Asuransi dibuat rangkap 4(empat) dengan pendistribusi
- Aslidiberikan kepada pengirim
= Lembar ke 2 (dua) untuk Kantor Cabang PT,
(Persero) (dikirimkun sebagai lampiran deklarasi).
Lembar ke 3 (tiga) sebagai pertinggal di UPT pemeriksa,
Lembar ke 4 (empat) sebagai pertinggal di UPT / Unit Usaha Kantor Asal.

an sebagai berikut

Asuransi Jasa lndouesin

10, Pada akhir dinas Petugas loket mempertanggungkan seluruh besur uang premi

asuransi dalum formulir Deklarasi yang  dibuat dalum rangkap 2 (dua) dun
membukukiannya pada Neraca Loket

L Pada ekhir dinas Manajer Pelayanan melakukan pemeriksaan atas kebenaran juilah
unng setoran premi asuransi dengan Sertifikat Asuransi, deklarasi, register / resi
dengan Neraca Loket. Untuk UPT Pemeriksa, seluin pemeriksaan tersebut ugi
berkewajiban membuat Deklarasi Gabungan atas Jeklurasi penerinmuan setoran
premi asuransi yang diterima oleh UPT dibawah pengawasannya termasuk Unit
Usahia

12 Setelah Deklarasi dan atau Deklarasi Gabungan ditanda tangani oleh Petwgas Loket
dan Manajer Pelayanan / Kepala Unit Usaha, maka Petugas Loker menyetorkan
uang sctorun pendapatan paket, premi asuransi kepada Manajer Keuangan
(Bendaharawan) dan menyerahkan Neraca Loket dan Deklarasi Gabungan kepada
Manajer Akuntansi,

13. Manajer Akuntansi mencatat pendapatan Paket dan Premi Asuransi paca Buke Kas
Hartan (BKH) dengan pencatutan sebagai berikut :
A 1.2 (Pendapatan Paket pos) sebesar ongkos kirim disebelah kredit dan © 1.7
(Hutang uang pihak keiiga lainnya/premi asuransi) sebesar Deklarasi Gabungan
disebelal kredit.

s i ; ; ke 5
Pty Ualiksviaan Berswin Asiranst Penginan Barang melalui L. Poy ndonesia (Perserol aian Paket Pos :
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A
i i
14, Pada setiap akhir bulan paling lambat t:mf;g._-,ul 7 (tujul) bulan berikutnya, Manajer
Pelayanan UPT Pemeriksa menbuat Nota Perhitungan dengan dilampiri Deklaras
Gabungan beserta lampiran Deklarusi dan Sentifikat Asuransi lembar ke 2 serta
dokumen pembayaran klaim (jika ada) kepada PT. Asuransi Jasa Indonesia
(Persero) sesuai dengan wilayah kerja tersebut pada-pasal 3.
1S Disamping  kegiatan tersebut diatas, Manajer Pelayanan harus miencatat  dan
meliperkan pengpunaan Sertifikat Asuransi ke kantor Cabang PT Asucansi Jusa
lndonesia (Persero) dengan menggunakan contoh terlampir.

2y Laysnan di UPT/ Unit Usaha Kantor Tujuan :

|. Apabila paket tidak cocok ataw. sclisih, muka segera dikonfirmasikan ke UPT
Pemeriksa Kantor Asal dengan membuat berita acara namun penyerahannys
kepada pihuk penerima tidak boleh ditunda schingga target waktu tempuh tidak
terlampaui.

1o

. Apabila terjadi kehilangan atau kerusakan atas kiriman, baik pada saat penerimaa
dari pihak pengangkut maupun terjudi di kantor, maku harus scgerd dibuatkan
berita  acara  kehilangan  sesuai  dengan  ketentuan yang berluky  dun
memberitahukan kepada Kantor Asal, pengirim dan penerim paling lama 3 x 24
jam sejuk diketahui kehilangan atau kerusukan tersebut,

Petugas pengantar Kantor Tujuan menyerahkan paket pos yang diasuransikan
berdasarkan nilai barang dengan memeriksa bersama-sani dengan  penerin
tentang keadaan isi pakel pos yang bertalian. Apabila isi paket pos utuh / buik
maka puda bukti seral paket dicantumkan keterangan “Paket pos teluh diserahkan
dalam keadaan baik™ Apabila dijumpai isi pakel pos sebagian / seluruhiny rusak,
maka dibuatkan berita acara yung menyaldsin kondisi kerusakan paket pos yang
bertalian, Berita acara ini harus ditandatangani oleh pengantar dan pener .

4 Apabila diterima pada saat penyerahan uniuk Fuket Esok Sampai ternyatu
teclunbat, maka penerima harus mengajukan klaim pada saat penyerahan pakel
pos dengan membuat pernyataan tertulis.  Apubila  klaim  digjukan setelul:
penyerahan paket pos, maka klaim tidak akan dilayani,

5. Apabila kiriman ini tidak dapat diserahkan pada antaran perlama kKarena satu dun
lain hal (misalnya tidak ada orang di alumat yang dituju), maka tiduk dilakukan
antaran ulang namun tetap dibuatkun panggilan tertulis atau panggilan pe
telepon.

6 Setelah kiriman berhasil diserahkan dengan baik, maka petugas Kantor Tujuan
membubulikan tanda tangan dan teraan cap tanggal pada model Pp-144 dun
diarsipkan sesuai dengan ketentuan yang bertuku. -

7. Apabila terdapat Kiriman yang benar-benar tiduk daput diserabkaa, maka Kirman

dapat dikembalikun kepada pengirim, Scbelum dikivim kembali petugas Kantos

Tujuan harus membubuhkan keterangan sertd pural bertunggal |>mln_kirim'.m

dimaksud. Biaya pengiriman kemball dibebankan kepada pengirim sesual dengat

catatan Pengirim pada kartu alamit (Pp-2)/Torm Paket 1.

(o)

et e e e

ol Fotakasmsn Ber s dsirany Py Surang walabi PL Bos ndneatPersare) st ke Pas 10
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S Apubila Kluim ganti rugi atas Kehilangan,
kantor tujuan segera memberitahukan K
akan diatur dalam pasal tersendiri.

kerusakan paket Pos maka Pegawai Pos
antor Asal. Selunjutnya prosedur klyin

Pasal-7
Prosedur Penagihan, Pembayaran Premi dan Perhitungan Komisi Asuransi
(1) Segera setelah menerima deklarasi dan deklarasi gabungan dari unit usaha / UPT
pemeriksa, Kantor Cabang PT. Asuransi Jas Indonesia (Persere) membuat nota
tagihan beserta lumpiran yang telal disetujui,

(2)  Besarnya jumlah premi yang akan ditagih adalah premi dasar dikurangi komisi.,

(3)  Sctelah menerima nota tagihan dari Kantor Cabang PT. Asuransi Jasa Indonesia
(Persero), UPT Pemeriicsa melakukan pembayuran premi paling lambar 7 (tujuh) har
¢jak diterimanya nota tagihan dari  Kantor Cabang PT. Asuransi Jusa ludonesin
(Pecsero) melalui transfer atau pemindah bukuan,

() Berdasarkan nota tagihan dari Kantor Cabang PT.  Asurausi Jasa ndonssia
(Fevsero), Manajer Pelayanan  memerikss  nota tagilian  dan  setelah  diyaking
Lebenarunnya lembar nota tagihan diteruskan ke Manujer Kenangan (Bendaharawan)
itk realisasi pembayaran. Munajer Keuangan (Bendaharawan) UPT Pemeriksa akan
menyetorkan besar uang premi asuransi setelah dikurangi komisi 30% dun Klaim yang
telah disetujui oleh Kantor Cabang Jasindo, melalui bank yang ditunjuk. Pembuliuan dari
pembayaran premi asuransi pada BKI1 dengan pencatatan scbugai berikut -

A L2 (Pendapatan Paket pos lainnya) disebelah kredit sebagai transaksi non-kas dan C
27 (Rutang vane pihak ketiga lainnya/premi asuransi) disebelul debet sebesur sisy
kewajiban.

(5) Besar uang komisi premi asuransi oleh Manyjer Pelayanan dipertanggungkan puda
register Pp 16 bulan berjalan,

BAB 1Y
KLAIM

Pasal -8
Prosedur Pengajuan Klaim

(1) Batas Wakiu Pengajuan Klaim
Bluine harus digjukan oleh pengirim ke kantor asal atau penerima ke Kantor tujuan
(il hal pengivim memberi kuusa kepada penerima) memberituhukan piling Lunbut 3
« 244 Jam setelah diketahui adunya kehilungan maupun kerusakan,

(2)  Pengauan Klaim di Kantor Asa!

Ly COPRT T oo
Petiinul Velikvinanin dersau Aswrans Pengiranan Barvung melalun P1, Pos dencan fdrerserod otus Mokel Pos 1
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) Pengirim mengajukan klaim dengan nmngi”@mulir Kl rahgkap 4 (empat)

deagan melampirkan ;

I Untuk Asuransi Ongkos Kirim, -
Aslirest paket, Photo copy KTP / Bukti diri yung suli lainnya,

2. Untuk Asuransi Nilai Barang,
Sertifikal Asuransi, Asli resi _paket, Photo copy KTP / Bukti diii yang sah
lainnya, faktur pembelian jika ada atau bakti pendukung lainnya.

2) Setelah formulir klaim diisi, Kantor Asal mendistribusikan ke :

= Lembar | untuk PT. Pos Indonesia (Persero) pada waktunya akan dikirim ke

Kantor Cabang I, Asuravsi Jasa ludonesia (Persere) beserta dokumen

pendukungnya paling lama 7 (tujuh) hari setelah tangeul pengajuan klaim.

Lembar 2 untuk Kantor Cabang PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persere) dan

dikirimkan secara langsung paling lambat 3 x 24 jJam.

Lembar 3 untuk Pengirim pada waktunya akan diminta kembali setelah klaim

dibayarkan dan menjadi pertinggal Kantor Asal.

= Lembar 4 scbagai arsip/pertinggal di UPT Pemeriksa,

3) Pegawai Pos seteluh menerima pengajuan klaim dari pengirim memeriksa keabsahan
dokumen tersebut di atas dan melengkapi dokumen lain yang diperlukan antara
lain:
~ Berita acara kehilangan, kerusakan, kekurangan dan  surat pernyataan

keterlambatun (khusus untuk Paket Esok Sampai).
- Dokumen pendukung luinnya.

4)  Jika dipandang perlu Pegawai Kantar Cabang Jasindo bersama Pegawai Pos dapat
melakukan pemeriksaan Gsik objek klaim,
(3) Pengajuan di Kantor Tujuan _
Hika pengaduan diterima di Kantor Tujuan mengenai kerusakan / kerusakan sebagian,
kekurangan, kehilangan dan  keterlambatan  (khusus untuk Paket Esok Sampai)
Pengajuan klaim dapat dilakukan oleh penerima sepanjung pengirim melepaskan haknya.
Ceagauan klaun di Kantor Tujuan diteruskan ke Kantor Asal untuk mencegah tegadinya
pembayaran klaim ganda. Dalam hal ini penerima membuat surat permohonan hluim yailg
akan diteruskan ke kantor asal. Kemudian pegawai pos kuntor asal melengkapi formulii
Klann: Prosedur selanjutnya dilakukan sebagaimana tersebut puda pasal 8 ayat (2).
Pasal-9

Peaentuan Penggantian Kerugian

(1) Penentuan besarnya ganti rugl untuk harga pertanggungan yang wijar sesual haiga
laktur/harga pasar diatur-sebagui berikut : ‘
1) Dalun ha) paket ‘hil;mg;') 7
l. leugc-nsururisi'burdus:u'kan nilai barang ganti rugl diberikan maksimum scbesin

o i

harga pertanggungan. oS

‘ A 5 o1 " T 9 2
Lattiagion 0l wiotcan e Sanis dswrans Perguiman Barang melalui T Pos Indonesaa (Periero) sia Pabiet Pos 2
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Yo Untuk asuranst berdasarkan ongkos ki ganti rugi dibetikan sebesar 10
(sepulul) kah ongkos kirin, )
Ao Untuk asurcanst berdasarkan nilw barang dun ongkos kirim ganti rugl diberika

taksimun sebesar harga pertanggungan, yang terdinh dari harga Perlingpungiii
berdusarkan nilui barang dan 10 (sepuluh) kali ongkos kirim,

7

2) Dalam h? pukel rusak selurﬁhny:—l (total) maka besarnya ganti rugi ditetaphan sebagai
Lerikut d -
. UntuK-asuransi berdasarkan nilai barang ganti rugi diberikan maksinum sebesar
harga pertanggungan. .
2. Untuk asuransi berdasarkan ongkos kirim ganti rugi diberikan sebesar 10
(sepulub) kali ongkos kirim. |
3. Untuk asuransi berdasarkan nilai barang dan ongkos kirim ganti rugi dibenkan
maksimum sebesar harga pertanggungan, yang terdiri dart harga pentanggungan
berdasarkan milai barang dan 10 (sepuluh) kali ongkos kirim.
4 Buarang ditetapkan rusak seluruhnya (total) jika nilu kerusakannya melebihi 75%
dart nilat barang s
1) Dalam hal paket hilang scbagian
| Untuk asuransi berdasarkan nilai barang ganti rugi diberikan sebesar nilai keragian
yanyg scbenarnyu,
Untuk asuranst berdasarkan ongkos kinm ganti rugr diberikan berdasarkaa
prosentase kerugian dengan maksimum sebesur 50% dari harga pertanggungan
wnekos kirim.
A1) Dalam hal pakel rusak sebagian
L Untuk asuranst berdasarkan nilal barang ganti rugl diberikan scebesar Liaya
perbaikan.
2. Untuk asuransi berdasarkan ongkos kirim gunti rugi diberikan berdasarkan
prosentase kerugian dengan maksimum sebesar 50% dan harga pertanggangan
ongkos kirim.~~ :

Paket dikatakan rusak sebagian apabila biaya perbaikan sampai dengan 75% dari nilai
- —
barang. s

5) Dalam hal keterlambatan Paket Esok Sampai, ganti rugi diberikan sebesar 5 (lima)
kalt ongkos kirim.

(2) Jisa harga pertanggungan tidak sesuai dengan harga fakiur/harga pasar maka perhitungan
panti rugi sebagai berikut
Contoh perhitungan ganti rugi untuk asuransi berdusarkan nilut barang .
() Harga pertanggungan dibawah nilai harga fakir/hacga pasar
FHlarga faktur/harga pasar = Rp. 5.000.000,00
Diasuransikan (Marga Pertangeungan) = Rp. 2 000.000,00

' — kvt P
Pttt Uyveb s Bersama shswrans Pengiiman Burang welalu 2T Pos Indonesta (Persery) wtan Pakei Pos 13
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Jenis Kerugian :

L. Hilang/rusak seluruhnya.

Pengpantian maksimum sebesar Harga Pertanggungan =Rp. 2.000.000,00
Kerugian sebagian, misalnya = Rp. 1.000.000,00

ganti rugi © Rp_2.000.000,00 x Rp. 1.000.000,00 = Rp. 400 000,00
Rp. 5.000.000,00 '

o

2) Harga Pertanggungan diatas nilai harga pasar.
Harga pasar = Rp. 3.000.000,00
Diasuransikan (Harga Pertanggungan) = Rp.10.000.000,00
Jenis Kerugian -
I Hilang/rusak seluruhnya.
Penggantian maksinum sebesar Harga pasar =Rp. 3.000.0006,00
IKerugian sebagian, misalnya = Rp. 1.000.000,00
ganti rugi sebesar Rp. 1.000.000,00 (sebesar kerugia),

1S

Pasal-10
Pembayaran Ganti Rugi
{7 e —— |

(1) Jika dokumen yang diperlukan untuk klaim telah lengkap dan memenuli syarat maka
pembayaran ganti rugi yang akan dilakukan oleh PT Pos Indonesia (Persero) kepada
pengpuna jasa adalih scbagai berikut
1) Uniuk klaim sampai dengan Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) PT. Pos Indonesia

(Persero) dapat melakukan pembayaran secara langsung,

I Jika premi yang dikirim pada hari berjalan mencukupi untuk pembayaran klaim
maka besar uang pembayaran klaim akan diambil dari jumlah premi terscbut dan
dibukukan pada BKH C 2.7 (Hutang uuang pihak ketiga laionya/premi asuransi)
scbesar yang dibayarkan kepada pengirim.

Jika premi yang diterima sampai dengan hari berjalan tidak mencukupi untuk

pembayaran  klaim maka pembayaran  klaim  akan  diperhitungkan  dengan

penerimaan premi berikutnya dengan pembukuan pada BKH C 2.7 (Hutang

uang pihak ketiga lainnya/premi asuransi) sebesar premi asuransi yang ada dan D

2.4 (Piutang uang Pelayanan Jasa) sebesar sisa yung dibayarkan,

3. Jika akumulasi jumlah pembayaran klaim dimaksud di suatu kantor pembuayarin
kluim TERTANGGUNG dalam satu bulan takwim mencapai Rp 3.000,000,00
(Tiga juta rupiah) maka untuk pembayaran klaim berikutnya harus diberitahukan
kepada kantor cabang PENANGGUNG. Apabila dulwm wakiy 2 kali 24 jam
tidak ada koulirmasi persetujuan duri kantor cabang PENANGGUNG, maka
klaim dapat dibayarken

4. Penyelesaian piutang uang pelayanan jasa terscbut agar diselesaikan dengan
penerimann premi sampai dengan akhir bulan berjalan. Jika sampai deagan akhir
bulan berjalan terayata jumlah premi yung ditedima tidak mencubupi jumlah

i~

Penynk Pelalsnasn Bersama Asue st Pengonan Bucang melaha PI Pog ndonesia (Perserw) atun Paket oy 1}
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pintang tersebut, maka harus ditagihkan ke Kanter Cabang PU. Asuransi
Jasa Indonesin (Persero) yang bersangkutan melalui nota perhitungan seperti
yang dimuksud dalam pasal 6 ayat (4) butir 14.

Untuk  Klaime lebih dari Rp. 1.000.000 (Satu Juta rupizh) sampai dengan Rp
00 VVO.000,00 (Enam puluh juta rupiah) PT Pos Indonesia (Persero) meneruskan
seintia dokumen yang diperlukan untuk proses penyelesaian klaim ke Kantor Cabang
#0. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) yang ditunjuk. Klaim akan dibayurkan
paling lambat 7 (tujuh) hori kerja sejak tanggal diterbitkannya nota persetujuan Klaim
oleh Penanggung untuk yang sekota dengan Penanggung dan paling lambat 15 (Linw
Belas) hari kerja sejuk diterbitkannya nota persetujuan klwim oleh Penyngpung untuh
yang lidak sekota dengan Penanggung. Kwitansi kerugian yang terlumpic dulum note
persetujuan klaim dimaksud harus segera ditundatangani dan dikembalikan dalam
waktu 2 kali 24 jam. Dana untuk pembayaran klaim tersebut akan dipenuhi oleh:
Kantor Cabang PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) secara transfer kerekening,
Ka. UPT Pemeriksa. Bila diperlukan PENANGGUNG akan melakukan penmeriksaar:
fisik bersama dengan TERTANGGUNG.

Untuk klaim diatas Rp 60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah) klaim dibayarkan

paling lambat 30 (tiga pulub) hari terhitung mulai tanggal  persctujuan dawi
TERTANGGUNG.

(2) Dengan dibayarkannya ganti rugi maka sisa barang, diserahkan kepada pihak asuransi
jika diminta(Recovery Klaim) dan dikirimkan ke Kantor Cabang 'L Asuransi Jasa

fidonesia (Persero) tanpa dikenakan biaya kirim.

(3) Jika terjadi pembayaran ganti rugi di Kantor ‘Tuwuan, besar uang  gant Ut
dipertanggungkan pada BKH D 2.4 (piutang vang pelayanan jusa) dan penyelesaiannya
dilakukan dengan C 4 ke Kantor Asal, untuk diselesaikan dengan Kantor Cabang "I,

Asuransi Jasa Indonesia (Persero).

BABY
IMBALAN JASA

Pasal-11
Komisl Asuransi

Komisi asuransi sebesar 30% dari/premi dasar yang diperhitungkan dan diluksanakar

langsung pada saat pembayaran-premi yung diterima dalam 1 (satw) bulun oleh U1
Pemeriksa / Unit Usaha dan dicatat sebagal pendapatun paxet pos.
Peinngar Ploh sanenan lerssame clanransi Peagruman Uarang metalu L Pos Indonesia (Persera) aue Paket I'os i3
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Pasal-12
Prolit Komisi Asuransi

Profit korisi asuransi diperhitungkan berdasarkan formula premi dasar dikurangi
dengan komisi asuransi, realisasi pembayaran klaim (bila ada) dan biaya opcrusiunail
sebesar 5% (Lima Persen) dari premi dasar.

Besarnya profit komisi ditentukan sebesar 10% (Sepuluh Perszn) dari formwla tersebut,
Perhitungan profit komisi asuransi akan diperhitungkan secura tahunan sejak kontrgk
diberlukukan antara Kantor Pusat PT. Pos Indonesia (Perscio) cq Divist Pakel dengun
Kantor Pusat PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero). '

BADB VI
LAIN LAIN

Pasal 13
Barang Pecah Belal, Perhiasan dan Logam Mulia

Pengiriman Paket berisi burang pecah belah, dilukukan dengan kemasan dan memenulii
ketentuan stundar yang ditetapkan oleh Ka Divisi Paket.

Paket yang berisi perhiasan dan logam mulia yang akan dikirim harus dikemas dadam
kemasan yang memenuhi standar khusus dan dikirim dengan perlakuau Khusus yang
ditetapkan oleh Ka Divisi Paket.

Pelaksanaan asuransi paket yang berisi barang pecah belah, perhiasan dan logum mulia
akan dilakukan setelah memenuli persyaratan tersebut ayat (1) dan (2) pasal

Pasal-14
Asuransi Atas Pembunglous/Kemasan Paleet

Pembungkus/kemasan paket dapat diasuransikan dengan ketentuan sebagui berikut:

1) Pembungkus/kemasan paket yang berisi barang, maka barang atau isi paket tersebut
harus diasuransikan juga.

2) Pembungkus/kemasan paket yang tidak beri si barang dinsuransikan sebagal burang

3) Pembungkus/kemasan paket diasuransikan berdasarkan nitai barang .

4) Pembungkus/kemasan paket yang diasuransikan hulrus mempunyai Nilai sciuuigu
minimal Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dun dipertanggungkan dengan Harga
Pertangeungan minimal Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).

Tata cara asuransi atas pembungkus/kemusun paket dilukukan seperti asuransi atus wilu
barang.

Petwyuk Peladsanaan se <

i & 3 g
o naa Dareng seelala) 20 Pos Indonesia (Furiers) alaw Puker fos 16
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Pasal-15
Evaluasi

(1) Evaluasi dilukukan wntuk menilai perkembangan implementasi beserta kendala dun
permasalahan asuransi paket pos. '

(2) Lvaluasi dilakukan oleh tim dari Kantor Pusat PU. Asuransi Jasa Indonesia (Persero)

dan Kantor Pusat PT. Pos Indonesin (Persces) eq. Divisi Paket baik sendini-sendu
ataupun bersama-sama minimal 1 (satu) kali dalum 6 (cnwm) bulan.

BADR VII
PENUTUP

Hal-hal yang belum jelas atau belum diatur dulam Petunjuk Pelabsunaan Bersama i akan
diatur dan diberitahukan kemudian,

P, Pos Indonesia (Persero) L. Asuransi Jasa Indonesia (Persero)
IKetun Tim Ketua Tim
WINARTO IS (TARYANTO

Manajer Opsar Divisi Palcet Senior Manajer

i - 3y Vi dapvapih Dt it 3, 17
Feumuk Peluksanaan pes s il Pengroiman Sarang melalia PL Pos Indonesia (Persers) atan Paket I'oy
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PRESIDEN
REPFUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 1984
TENTANG
POS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa penyelenrgaraan pos penting untuk kelancaran berkomu-
nikasi bagi manusia sebagai insan sosial, kegiatan masyarakat,
dan penyelenggaraan pemerintalian:

bahwa penyelengparaan pos dijalankan oleh Negara demi ke-
pentingan umum dan bertujuan menunjang pembangunan nasio-
nal dalam mengisi Wawasan Nusantara;

bahwa untuk itu perlu meningkatkan dan memperiuas jasa pos
sehingga dapat lebih mendukung tahap-tahap pembangunan
nasional di seluruh wilayah Indonesia;

bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1959 tentang Pos
(Lembaran Nepara Tahun 1959 Nomor 12, Tambahan Lembar-
an Negara Nomor 1747) tidak sesuai lagi denpan perkembang-
an keadaan, sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang Pos
yang mengatur pembinaan, penyelenggaraan, dan pengusahaan
pos;

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 ayat (2) Un-

“dang-Undang Dasar 1945;

Undang-Undang Nomor 4 Paps. Tahun 1963 tentang Pong-
amanan Terhadap Barang-Barang Cetakan yang Isinya Dapat
Menggangeu Ketertiban Unium (Lembaran Negara Tahun 1963
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2533):

Undang-Undang Nomor 13 Tushun 1969 tentang Konstitusi
Perhimpunan Pos - Sedunia di Wina Tahun 1964 (Lembaran
Negara Tahun 1969 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negzra
Nomor 291 1);

Undang-Undung Nomor § Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Pemerintahan ¢i Daerah (Lembaran Negara Taliun 1974 Nomior

38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037):
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Denpan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONLSIA

MEMUTUSK AN:

Denpan mencabut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1959 tentang
Pos (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 1747);

Menetapkan UNDANG-UNDANG TENTANG POS.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksudkan dengan :
I. Pos adalah pelayanan lulu lintas suratpos, wang, barang, dan pelayanan jasa lainnya
yang ditetapkan oleh Menteri, yang diselenggarakan oleh badan yang ditupaskan
menyelenggarakan pos dan Giro.

2. Surat adalah berita atau pemberitahuan sccara tertulis atau terekam yang dikirim
dalam sampul tertutup.

3. Warkatpos adalah surat yang memenuhi persyaratan tertentu.
4. Kartupos adalah sural yang ditulis di atas kartu denpan bentuk dan ukuran lertentu

5. Suratpos adalah nama himpunan® untuk surat, warkatpos, kartupos, barang-cetakan,
sural-kubar, sekogram. dan bunpkusan kecil.

6. Paketpos adalah kemasan yang berisi barang dengan bentuk dan ukuran tertentu.
7. Kiriman adalah satuan suralpos atau paketpos dalam proses pertukaran,

8. Kiriman-pos adalah kantong atau wadah lain yang berisi himpunan suratpos dan/
atau paketpos untuk dipertukarkan.

9. Weselpos adalah sarana pelayanan pengiriman vang melalui pos.

10. Giropos adalah sarana pelayanan lalu-lintas vang dengin pemindahbukuan melalui
pos.

1. Cekpos adalah sarana pelayanan lalu-lintas vang untuk pembayaran dengan cek me-
lalui pos.

2. Kuitansi-pos adalah sarana pelayanan peanagihan vang melalui pos.

13. Menteri adalah menteri yang bertangpung jawal dibidang penyelenggaraan pos.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

(1)

(2)

()
(2)

(3)

(n
(2)
3)

4)

(5)

(1)
(2)

Digital Repository Universitas Jember

BAD 11
PEMBINAAN POS

Pasal 2

Pos diselenggarakan puna mendukung pembangunan serta memperkuat persatuan,
kesatuan dan keutuhan kehidupan bangsa dan negara dengan memberikan pelayanan
yang sebaik mungkin ke scluruh wilayah Indenesia dan dalam hubungan antar bangsa. -

Pos diselenggarakan dengan memberikan perlakuan yang sama kepada masyarakat
tanpa perbedaan.

Pasal 3
Pos diselenggarakan oleh negara.

Menteri bertindak sebapai penyclenggara Administrasi Pos Indonesia yang pelaksana-
annya dilakukan oleh pejabat atau badan yang ditunjuk untuk itu.

Menteri melimpahkan tugas dan wewenang pengusahaan pos Kepada badan yang
oleh negara ditugasi mengelola pos dan giro yang dibentuk sesuai dengan peratiran
perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Badan sebagaimana dimaksudkan dalm Pasal 3 ayat (3) adalah satu-satunya badin
yang bertugas mencrima, membawa dan/atau menyampaikan surat, warkatpos,
serta kartupos dengan memungut biaya,

Setiap perusahaan angkutan dan media telekomunikasi untuk umum, termasuk per-
wakilan atau pegawainya, yang menerima, membawa dan/atau menyampaikan surat,
warkatpos, dan kartupos untuk pihak ketipa, dianggap telah melakukannya dengan
memungut biaya,

Ketentuan ayat (2) tidak berlaku, apabila pengiriman surat tersebut dilakukan untuk
keperluan perusahaan yang bersangkutan.

Perusahaan yang melakukan usaha pengiriman suratpos jenis tertentu, paket, dan
uang harus mendapat izin berdasarkan persyaratan yang diatur oleh Menteri.

Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) diatur
dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 5
Rahasia surat yang dikirim melalui pos dijamin oleh negara.

Pembukaan, pemeriksaan, dan penyitaan atas surat serta kiriman dilakukan ber-
dasarkan undang-undang.
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Pasal 6

Pemeriksaan atas kirbnanpos wuiib didahalukan olch inatansi yang berwenang, berdasar-
kan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

, Pasal 7

Kiriman masih tetap merupakan milik pengirim selama belum diserahkan kepada pe-
nerima,

Pasal 8

Menteri dapat melakukan pembatasan penyelengearaan pos jika terjadi bencana alam,
keadaan darurat, atau hal-hal lain di luar kemampuan manusia, scbagaimana yang di-
tentukan oleh yang berwenang.

Pasal 9
(1) Susunan tarif pos diatur dengan Peraturan Pemerintah,
(2) Menteri menetapkan :
. tarif pos yang scjalan dengan peningkatan duan pengembangan pos;

b.  Kklasifikasi suratpos dan paketpos untuk menentukan prioritas pengiriman dan
penyampaiannya.

Pasal 10

(1) Setiap perusahaan angkutan darat, laut, udara, dan media telekomunikasi untuk
umum, wajib mengangkut kirimanpos yang discrahkan kepadanya oleh badan sc-
bagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 ayat (3).

(2) Untuk keperluan scbagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) setiap perusahaan ang-
kutan umum wafjib menyampaikan jadwal perjalanannya dan media telekomunikasi
untuk umum wajib menyampaikan jadwal hubungannya kepada Menteri atau batan
yang ditunjuknya.

(3)  Kewajiban mengangkut kirimanpos sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) dapat
berlaku juga bagi semua pihak yang menyelenpgarikan angkutan darat, laut, udara,
dan telekomunikasi bukan untuk wmum dengan menerima imbalan sesuai dengan
ketentuan yvang berlaku,

(4) Pengangkut bertanggung jawab atas kcamanan dan keselamatiin kirimanpos yang
diserahkan kepadanya untuk diangkut.
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BAE [l
PENYELENGGARAAN POS
PASAL 11

Dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan ketentuan-ketentuan tentang :

1.

2.

()

(2)

perincian penyelengparaan pos;

pekerjaan lain yang diserahkan kepadi badan sebagaimana dimaksudkan dalam
Pasal 3 ayat (3);

pelaksanaan tugas pelayanan dan penyampaian suratpos untuk. daerah kecamatan
dan pedesaan

batas ukuran, berat, dan isi kiriman:
penerbitan dan penjualan prangko:

jenis benda yang dilarang pengirimannya melalui badan sebagaimana dimaksudkan
dalam Pasal 3 ayat (3);

tata cara meminta kembali kiriman atau mengubah alamatnya oleh pengirim:

pengiriman dengan perhitungan kemudian melalui badan sebagaimana dimaksudkan
dalam Pasal 3 ayat (3):

pembebasan tarif pos;

cara menangani kiriman yang ditolak oleh penerima yang dituju dan yang tidak dapat
dikembalikan kepada pengirim, atau yang buntu Karena sesuatu sebab;

persyaratan dan biaya yang berhubungan dengan angkutan kirimanpos serta tanggung
jawab pengangkutannya: dan

hal-hal lain yang perlu guna menjamin kclancaran penyclengpgaraan pos,

Pasal 12 <

Badan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 ayat (3) bertanggung jawab kepada
pengirim apabila terjadi :

a.  kehilangan atau kerusakan isi sural atau isi; paketpos yang dikirim denpan
harga tanggungan:

b.  kehilangan suratpos tercatat atau piaketpos tanpa harga tanggungan:
¢.  kerusakan isi paketpos tanpa harpa tangpgungan:

Ganti rugi yang diberikan oleh badan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 ayat

(3

a.  untuk peristiwa menurut ketentuan ayat (1) Luruf a adalah sebesar jumlah yang
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dipertanggungkan dengan ketentuan babwa jika isi kiriman itu hanya sebagian
yang hilang, maka ganti rugi diberikan untog bagian yang hilang itu;

b, untuk peristiwa menurut ketentuan ayat (1) huraf b ditetapkan oleh Menteri;

¢. untuk peristiwa menurut ketentuan ayat (1) huruf ¢ adalah sebanding dengan
kerusakan yang diderita dengan memperhatikan jumlah maksimum yang di-
tetapkan.

Ganti rugi sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (2) tidak diberikan jika :

a.  kerusakan terjadi karcna sifat atau keadaan barang yang dikirimkan;

b.  kerusakan terjadi karena penpepakan yang kurang memadai atau yang disebab-
kan oleh kesalahan atau kelalaian pengirim;

¢. surat atau paketpos ternyata dipertanggungkan dengan harga tanggungan yang
melebihi harga sebenarnya,

Tuntutan ganti rugi tidak Dberlaku jika peristiwa kehilangan atau kerusakan ter-

jadi karena bencana alam, keadaan darurat, atau hal lain di luar kemampuan manusia,

sebagaimana yang ditentukan oleh yvang berwenang.

Tenggang waktu dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh ganti rupi
sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) Jdan ketentuan tentang barang yang hilang
dan yang ditemukan kembali, ditetapkan aleh Menteri.

Tuntutan ganti rugi terhadap kiriman hanya dapat diajukan berdasarkan ketentuan
Undang-Undang ini.

Ganti rugi tidak diberikan untuk kerugiap yang tidak lanpsung atau untuk keuntung-

an yan tidak jadi dipcroleh, yang disebabkan oleh kekeliruan dalam penyelenggara-
an pos.

Pasal 13

Pengiriman benda yang dapat membahayakan kiriman, kirimanpos, atau keselamatan

orang, dilarang,

Pasal 14

Badan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 ayat (3) memberikan pelayanan lalu
lintas uang untuk ; :

l.

~
P

menerima setoran dan melakukan pembayaran vang melalui wesel-pos;

menerima setoran dan simpanan serta melakukan  pembayaran uang tabungan;
dan

melakukan penagihan dan pembayaran uang melalui kwitansipos.

6
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Pasal 15

Badan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 ayal (3) miemberikan pelayanan piro pos
untuk :

. menerima setoran, melakukan pembayaran dengan pemindahbukuan atau dengan
cekpos; dan

2. menerina dan melakukan pembayaran dengan cara-cara lain.

Pasal 16

Pemanfaatan uang yang tidak segera diperlukan, sclain uang Kantor Perbendaharaan
Negara, diatur leh Menteri bersama-sama dengan Menteri Keuanpan dengan mengindah-
kun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Penyclenggaraan pos untuk Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diatur oleh Men-
teri bersama-sama dengan Menteri Pertahanan Kewmanan,

Pasal 1§

Penyelenggaraan hubungan pos internasional ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
dengan memperhatikan ketentuun-ketentuan dalam “Akta tentang Pos Internasional™
yang berlaku.

BABR 1V
KETENTUAN PIDANA
Pasal 19

(1) Barangsiapa yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2), dan ayat (4), dipidana de-
ngan pidana penjara sclama-lamanya 2 (dua) tahun atau denda setinggi-tingginya
Rp 20.000.000,— (Dua puluh juta rupiah).

(2) Barangsiapa yang melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 13 dipidana dengan
pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) talun atau denda setinppi-tingginya
Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

(3) Jika tindak pidana yang disebut dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh, afau
atas nama, suatu badan hukum, perseroan, perserikatan orang lain, atau yayasan,
maka tuntutan pidana dilakukan dan pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan,
baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, atau yayasan tersebut, mau-
pun terhadap orang yang memberi perintah melakukan tindak pidana sebagai pim-
pinan atau penanggung jawab dalam perbuatan atau kelalaian yang bersangkutan,
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ataupun terhadap kedua-duanya.

(4) Perbuatan sebagaimana dimaksudkan dalant ayat (1) adalah kejahatan dan perbuat-
an sebagaimana dimaksudkan dalam ay«t (2) adalah pelanggaran.

Pasal 20

Barangsiapa yang melanggar ketentuan Pasal 13, selain dipidana dengan sebagaimana di-
maksudkan dalam Pasal 19 ayat (2), diwajibkan pula membayar ganti rugi kepada badan
sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 ayat (3).

BAB V J
KETENTUAN-KETENTUAN LAIN
Pasal 21

Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana Undang-Undang ini dapat menetapkan pidana
yang tidak melebihi pidana yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 22

(1) Selain pejabat penyidik umum yang bertupas menyidik tindak pidana, penyidikan
atas tindak pidana yang dimaksudkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan
pelaksanaannya dapat juga dilakukan olel pejabat pegawai negeri sipil tertentu,
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat sebagaimana dimaksudkan
dalam ayat (1) berwenang memeriksa sarana angkutan dan tempat yang diduga
dipergunakan dalam penyelenggaraan itu serta memeriksa dan menyita kiriman
yang bersangkutan, sesuai deifgan peraluran perundang-undangan yang berlaku,

BAB VI
KETENTUAN PERALIIHAN
Pasal 23

Dengan berlakunya Undang-Undang ini segala peraturan pelaksanaan yang telah ditetap-
kan atau berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1959, sepanjang tidak
bertentangan dengan Undang-Undang ini, tetap berlaku selama belum dicabut atau diganti
berdasarkan Undang-undang ini. g
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BAB Vil
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang me-
ngetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Ropublik Indonesia,

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juli 1984

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd,

Diundangkan di Jakarta SOCHARTO
pada tanggal 21 Juli 1984,

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDHARMONO, SH.
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1984 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya.

SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Hukum dan
Perundang-Undangan,

ttd.

BAMBANG KESOWO, SSIH. LL. M.
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PENIELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 1984
TENTANG
POS

UMUM

Dalam kehidupan bangsa dan nepara kebutuhan berkomunikasi perlu  dilayani
dengan penyelenggaraan pos yang baik. Untuk mencapai tujuan tersebut dan untuk
melindungi kepentingan masyarakat perlu dimantapkan landasan hukum yang men-
jamin perkembangan pos.

Dengan meningkatnya perkembangan nasional dan meluasnya mobilitas masyarakat,
pos sebagai prasarana komunikasi dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya,
pertahanan dan keamanan nasional pada hakikatnya harus mampu : -

4. memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa dan negara serta mempererat
hubungan antarbangsa;

b, melancarkan hubungan aparat pemerintah dengan masyarakat dan di antara
anggota masyarakat;

c.  menghilangkan isolasi daerah terpencil dan daerah yang baru dibuka.

Untuk itu pos diselenggarakan oleh negara demi kepentingan umum, dan guna men-
capai tujuan itu berlaku ketentuan wajib angkut pos bagi sarana angkutan umum
darat, laut, dan udara serta media telekomunikasi.

Dalam mengisi Wawasan Nusantara diperlukan penyelenggaraan pPoOs yang mampu
mempererat hubungan anlara warga masyarakat dan instansi Pemerintah untuk
mengelola tugas-tugas pemerintahan dalam mengatur, mengawasi, membina, dan
mengarahkan bermacam-macam kegiatan oleh dan untuk masyarakat. Demikian
pula penyelenggaraan pos mendekat: anggota dan lapisan masyarakat dengan Pe-
merintah secara timbal balik guna menyampaikan dan menyelesaikan kepentingan
dan urusan lainnya,

Untuk mempererat hubungan dan kerja sama antarbangsa dan antar negara, pos
mempunyai peranan penting. Dalum usahamenjangkau seluruh wilayah tanah air,
perluasan penyelenggaraan pos akan membantu meningkatkan taral hidup masya-
rakat. Pembangunan Indonesia sebegai kesatuan ekonomi pada masa lampau penuh
dengan tantangan yang telah diatasi dengan landasan-landasan seperti tercantum
dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara,

Sektor-sektor pembangunan maju pesat dengan meluas dan menyebarnya kegiatan-
kegiatan usaha di seluruh wilayah tanah air. Dalam hubungan ini, penyclenggaraan
pos merupakan penunjang pengiriman dan penyampaian berila, barang, dan uang
bagi penyelesaian macam-macam transaksi persetujuan serta kesepakatan yang lazim
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dalam bidang usaha.

Dengan mempergunakan prasarana pos, kalangan produsen mempersingkat waktu
dan jarak dalam hubungan timbal balik dengan konsumen serta memperluas pe-
masaran. Lalu lintas uang untuk berbagai keperluan usaha dan kewajiban sosial
dipermudah dengan penyelenggaraan pos yanp merata ke seluruh daerah. Dalam
usaha memajukan tingkat hidup masyarakat, penyelenggaraan pos mempermudah
perkembangan dan penyebaran pendidikan serta ilmu pengetahuan., Hubungan di
antara anggota masyarakat dipermudah dengan penyelengparaan pos, sehingga pem-
binaan dalam bidang sosial dan budaya dapat ditingkatkan. Dengan dikaitkannya
penyelenggaraan pos pada pola pembangunan nasional untuk mencapai tujuan na-
sional, yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indone-
sia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,
dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi dan keadilan sosial, diihtiarkan suatu landasan konsepsional tentang keduduk-
an, tugas dan fungsi pos seperti yang diatur dalam Undang-Undang ini.

PASAL DEMI PASAL.

Pasal |
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3.
Ayat (1).
Penyelenggaraan pos sebagai salah satu dukungan esensial bagi kehidupan
politik, ekonomi dan sosial budaya, merupakan suatu jembatan yang ber-
harga dalam hubungan antar kelompok masyarakat., Dalam kaitan ini,
pos turut menunjang wawasan Nusantara serta memantapkan ketahanan
nasional dengan tujuan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan se-
luruh rakyat.
Ayat (2).
Istilah " Administrasi Pos Indonesia” dipergunakan dalam lingkungan ne-
gara-negara anggota UPU (Universal Postal Union = Perhimpunan Pos
Sedunia) untuk menyebutkan nama negara dalam hubungan penyelengga-
raan pos.
Ayat (3).

Yang dimaksudkan dengan badan yanpoleh negara diserahi tugas me-
ngelola pos dan giro adalah Perusahaan Umum Pos dan Giro yang dibentuk
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1978,

Pasal 4,
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Pasal 4.
Ayat (1),

Negara-negara pada umumnya menganut prinsip bahwa penyelengparaan
pos Khususnya pelayanan lalu dintas surat, dilakukan oleh negara dengan
tujuan antara lain menjamin rahasia Surat dan pelayanan sampai ke pelo-
sok-pelosok dan daerah terperncil dengan biaya seragam dan yang ter-
Jangkau oleh masyarakat. Penyelenggaraan pos terdiri dari kegiatan me-
nerima, membawa, dan/atau menyampaikan surat. Ketiga kegiatan ter-
sebut merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan.

Ayat (2).

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan dalam kegiat-
an usaha dalam bidang ini yang dilakukan oleh pihak lain selain badan yang
dimaksudkan dalam Pasal 3 ayat (3).

Ayat (3),
Cukup jelas.

Ayat (4).

Yang dimaksudkan dengan surat pos jenis tertentu, adalah barang cetak-
an, surat kabar, sekogram, dan bungkusan kecil. Pengiriman uang dalam
ayal ini tidak meliputi yang disclenggarakan olch lembapga perbankan.

Perusahaan sebagaimana «dimaksudkan dalam ayat ini diwajibkan untuk
mendapat izin berdasarkan syarat yang ditetapkan olch Menteri, agar
dicapai kescrasian antara jasa yang diusahakan oleh badan sebagaimana di-
maksudkan dalam Pasal 3 ayat (3), dan jasa pelayanan, yang diusahakan
oleh swasta, denpgan memperhatikan ketentuan dalam peraturan per-
undang-undingan mengenai barang yang dilarang peredarannya di In-
donesia dan barang yang dikenakan pemeriksaan pabean, dapat ditaati
semestinya.

Pasal 5. .. _
Cukup jelas

Pasal S.
Ayat (1),

Yang dimaksudkan dengan rahasia surat adalah bebasnya isi surat sebagai-
mana dimaksudkan dalam Pasal | angka 2 dari pemeriksaan oleh pihak
yang tidak berwenang, Yang melanggar hal ini dapat dituntut sesuai de-
ngan ketentuan hukum yang berlaku.

Ayat (2).

Undang-Undang yang dapat dijadikan dasar hukum untuk melanggar
rahasia surat adalah antara lain :

a.  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentu-
an Pokok Kejaksaan Republik Indonesia:
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b.  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tin-
dak Pidana Korupsi; dan

(e}

Undang-Undung Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pi-
dana.

Pasal 6.

Yang dimaksudkan dalam pasal ini ialah pemeriksaan oleh instansi  lain, mi-
salnya pemeriksaan kerantina dan pelalu beaan. perlu dilakukan secepatnya
untu menjamin agar kiriman dapat sampai secepat mungkin kepada pencrima
yang antara lain sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam “Akta Perhimpun-
an Pos Sedunia®™,

Pasal 7.

Yang dimaksudkan dengan pencrima adalah pihak yang dimuksud oleh pengirim
menerima kirimannya sesuai dengan alamatnya.

Pasal 8.

a.  Yang dimaksud dengan bencana alam adalah antra lain banjir. sunung
meletus;

b.  Yangdimaksudkan dengan keadaan darurat adalah antara lain perang;

Pasal 9.
Ayat (1).

Susunan taril meliputi tarif dasar dan bea tambahan.

Ayat (2).
Huruf a.

Menteri menctapkan tarif pos dalam batas-batas yang wajar dengan meng-
ingat daya beli masyarakat dan dengan memperhatikan  ketentuan-ke-
tentuan dalam “Akta Perhimpunan Pos Sedunia®.

Huruf b..

Cukup jelas.

Pasal 10.
Ayat (1) dan (2).

Angkutan yang diselengparakan untuk umum patut dimanfaatkan se-
besar-besarnya untuk pengangkutan kiriman pos  puna  memperlancar
penyelengparaan pos untuk kepentingan umum.

Arti pengangkutan meliputi pula transmisi dengan media telekomunikasi.
Angkutan merupakan sarana pokok untuk menjumin terselenggaranya pos
sccara lancar dan teratur. Untuk keperluan tersebut, perlu ditctapkan
kewajiban bagi perusahaan yang bersangkutan untuk mengangkut kirim-
an pos yang diserahkan kepadunya oleh badan sebagaimana dimaksud-
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kan dalam Pasal 3 ayat (3). Sebagai konsckuensi dari wajib angkut pos,
maka perusahaan angkutan wum wijib melaporkan keberangkatan dan
kedatangan alat anpkutannya. :

Ayal (3).

Cukup jelas,
Ayat (4).

Cukup jelas.

Pasal 11.

Pasal ini menctapkan ketentuan mengenai tugas utama badan sebapaimana
dimaksudkan dalam Pasal 3 ayat (3) dan ketentuan lain yang dipergunakan
sebagai pedoman untuk kelancaran penyelenggaraan pos, yang diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Pemerintah,

Angka |

Cukup jelas.
Ancka 2

Cukup jelas.
Angka 3

Badan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 ayat (3) melaksanakan
penycelenggaraan pos di seluruh Indonesia.
Untuk menjangkau masyarakat di pelbagai kecamatan dan pedesaan yhng
belum dilayani kantor pos atau sarana pos lainnya, maka peclayanan dan
penyampaian surat pos kepada masyarakal dilakukan oleh petugas Ke-
camatan dan/atau kepala desa atau Jurah.

Angka 4.

Cukup jelas,
Angka 5.

Cukup jelas.
Angka 6.

Benda yang dilarang pengirimannya meliputi antara lain:

1. Dbarang yang karena sifatnya menimbulkan bahaya bagi umum, misal-
nya bahan peledak.

2. barang yang memerlukan persyaratan khusus, misalnya benda radio
aktif, bibit tanaman, dan obat-obatan,

Angka 7.
Cukup jelas.
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Angka 8,
Ketentan ini memberikan kemunzkinan kepada instansi pemerintah,
perusahaan, badan, dun perorangan, mengirimkan kiriman melalui badan
sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 avat (3), dengan pembayiran
kemudian,

Angka 9,

Ketentuan ini memberikan pembebasan taril pos kepada pihak fertentu
seperti orang buty dan tawanan perang.

Angka 10,
Cukup jelas,
Angka |1,
Cukup jelas.
Angka 12,
Cukup jelas.

Pasal 12

Semua hak dan kewajiban yang berlaku bagi badan yang ditugasi negara untuk
menyelengparakan pos yang terdapat dalam pasal ini berlaku jupa bagi per-
usahaan yuang diberi izin sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4 ayat (4).
Ayat (1),

Cukup jelas.
Ayat (2).

Cukup jelas,
Ayat (3).

Huruf a,

Termasuk kerusakan barang yang dimaksudkan ialah yang disebab-
kan oleh sifat atau keadaan barang itu sendiri, misalnya karena proses
kimia atau karena barang itu tidak dapat atau tidak boleh diperiksa
karena bersifat rahasia atau karena berupa zat radio aktil dalam
tabung.

Huruf b.
Menteri menctapkan persyaratan dan tata cara pengepakan Kiriman
untuk pengiriman di dalam negeri maupun ke luar negeri.

Hurufl c.

Cukup jelus.
Ayat (4).

Cukup jelas,
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Ayal (5).
Cubup jelas.
Ayat (6).

Tata cara penuntutan ganti rupi sebagaimana dimaksudkan dalam  ayal
ini diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Aval (7).
Cukup jelas.
Pasall 13.
Cukup jelas.
Puasal 14. : , |
Cukup jelas.
Pusal 5.
Angka 1,
Cukup jelas,
Angka 2.

Menerima dan melakukan pembayaran dengan cara-cara lain di antara-
nyi :

a. melaksanakan pekerjaan rekening koran Pcmcrint_ah Daeral;
b, ‘melaksanakan pembayaran pensiun dan gaji pegawai;
¢ mencrima sctoran rekening listerik: ;
. menerima pembayaran pajak, iuran radio, televisi,
Pasal 16,
Cukup jelas.
Rasal 1.
Cukup jelas.
Pasal 18,

Indonesia sebagai angeota Perhimpunan Pos Sedunia terikat pada ketentuan-
ketentuan “Akta Tentang Pos Internasional® yang mengatur penyelenggaraan

hubungan pos internasional,
Pasal 19,

Ketentuan pidiaa dalam pasal ini merupakan pelengkap dart ketentuan pidana
yang diatur dalam Kitab Undang-Undarg lukum Fidana (KUHP) dan per-
ataran perandang-udangan Luonya,
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Ayat (1),
Cukup jelas.

Ayat (2).
Jika pelangparan terhacap ketentuan Pasal 13 Umlung-UmI;mg ini, dalam
penyelidikan  terbukti merupakan pelangparan pula terhadap Undang-
Undang lain, maka tidak tertutup kemungkinan untuk menuntul pe-
ngirim berdasarkan Um[:mg-Unduny yang bersangkutan,

Ayat (3).
Cukup jelas,

Ayat (4).
Cukup jelas.

Pasal 20,
Tata cara pengajuan tuntutan ganti rugi dilakukan berdasarkan peraturan per-
undang-undangan yang berlaku,

Pasal 2].
Tindak pidana yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah adalah perbuatan
yang oleh Und:lng-Undang ini digolongkan kedalam jenis pelanggaran yang
dikenakan pidana.

Pasal 22,
Ayat (1),

Penyidikan pelangparan terhadap Undang-Undang Pos memerlukan  ke-
ahlian dalam bidang pos schingga perlu adanya petupas khusus untuk
melakukan penyidikan (i samping pegawai vang biasanya bertugas me-
nyidik tindak pidana,

Petugas yang dimaksudkan adalah antara lain pegawai Direktorat Jen-
deral Pos dan Telekomunikasi,

-Ayat (2).
Cukup jelas,
Pasal 23,
Cukup jelas,

Pasal 24,
Cukup jelas.
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